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RESUME HASIL AUDIT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Kegiatan
Sasaran Kegiatan

Alamat Kantor

Nomor Izin Berusaha

Jenis lzin Usaha

SK PBPH

Luas dan Lokasi Areal
PBPH

Nomor S-PHL

Tanggal Pelaksanaan
Audit

Metode

Standar Acuan

Susunan Tim Audit

Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen

Nomor Akreditasi

Penilikan Ke-1 (Kesatu)
PT Panambangan

JI. Kapten P. Tendean No, 39 Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan

9120207472094 tgl. 29 April 2019

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Hutan
Produksi

Nomor : SK.411/Menhut-11/2004 tanggal 18 Oktober 2004 Jo
No. SK.849/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24
September 2021

+43.240 Hektar
Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur

056.SPHL.017 berlaku sampai dengan 30 Oktober 2029
10-17 April 2025

On-site (Kunjungan ke lokasi areal PBPH)

a) Standar Penilaian Kinerja PHL Di Hutan Produksi sesuai
Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/
BPPHH/HPL.3/12/2022

b) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai
Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/
BPPHH/HPL.3/12/2022.

a) Ir. Suhardi, (Auditor PHL Prasyarat dan VLHH Kayu) /
Ketua Tim

b) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut. (Auditor PHL Produksi)
c) Mahardika Larasati, S.Hut, (Auditor PHL Ekologi)
d) Ir. Yeti Sumiyati (Auditor PHL Bidang Sosial)

LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

LPVI-017-IDN
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1.  LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT
1.1. DASAR

Surat tugas tim audit No. 7/017/ST/PHL-P1/PNB/03.2025 Tanggal 14 Maret 2025

Pengumuman rencana pelaksanaan audit pengelolaan hutan lestari untuk kegiatan
penilikan ke-1 pada PBPH PT Panambangan di website SILK dan LPVI Trustindo
Prima Karya, ditayangkan tanggal 18 Maret 2025

Surat pengantar dari Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) No.
S.89/PUPH/EKU/PHL.03.07/B/4/2025 Tanggal 14 April 2025

Audit Plan Kegiatan Penilikan Ke-1 (Kesatu) Pada PT Panambangan dibuat dan
disampaikan ke auditi tanggal 18 Maret 2025

a)
b)

c)

d)

1.2. PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT

1.

Koordinasi dengan
instansi kehutanan di
daerah sebelum
penilaian lapangan

Rapat Konsultasi Publik

Pelaksanaan audit
lapangan
Pertemuan pembukaan

Verifikasi dokumen dan
observasi lapangan

Pertemuan Penutupan

Koordinasi dengan
instansi kehutanan di
daerah setelah penilaian
lapangan

Dilakukan dengan instansi :

a) BPHL Wilayah Xlll Samarinda, tanggal 10 April
2025 di Kota Samarinda,

b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur,
tanggal 10 April 2025 di Kota Samarinda.

Lokasi areal PBPH PT Panambangan di Kab. Kutai
Timur Prov. Kalimantan Timur

Tanggal 11 April 2025
Tanggal 11 s.d 15 April 2025 meliputi audit
pemenuhan :

1) Standar Penilaian Kinerja PHL, masing-masing
untuk aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan
Sosial; dan

2) Standar VLHH Kayu pada pemegang PBPH.
Tanggal 15 April 2025

Dilakukan dengan instansi :

a) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur,
tanggal 17 April 2025 di Kota Samarinda -
Kalimantan Timur

b) BPHL Wilayah Xlll Samarinda, tanggal 17 April
2025 di Kota Samarinda — Kalimantan Timur

Halaman 2 dari 66



) 2
y.
O

Trustinde Certification

vV KAN

Komite Akreditasi Nasional

LPVI-017-IDN

F1-02.15 Rev.1

2. RESUME HASIL AUDIT
2.1.

PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL :

1. ASPEK PRASYARAT

Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1. Verifier 1.1.1

Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata
Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja
TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan a) Tersedia di lapangan dokumen SK PBPH PT Panambangan sesuai SK
Justifikasi Menteri Kehutanan No. SK.411/Menhut-11/2004 tanggal 18 Oktober

2004, Jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.849/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021
lengkap dan absah dengan lampiran Peta Areal Kerja PBPH, seluas
+43.240 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur dan berlaku 33 tahun
sampai dengan 10 Oktober 2037.
b) Dokumen administrasi tata batas sesuai tahapan kegiatan tata batasnya
sampai dengan periode audit bulan Januari 2025 dinilai lengkap, yaitu
Lap TBT No. 124 Th 1997; Lap TBT No. 39/BPKH 1V-2/2014; Lap TBT
No. 52 Th 1975. Selanjutnya PT Panambangan diwajbkan melakukan
rekonstruksi tata batasnya dengan dokumen administrasi berikut :

1. Tahapan Kegiatan : Pangajuan Rencana Tata Batas

Trayek

Administrasi Tersedia

Batas Persekutuan IUPHHK-HA
PT Segara Indochem, IUPHHK-
HTI PT Kelawit Wanalestari,
IUPHHK-HTI PT Multi Kusuma
Cemerlang, [IUPHHK-HTI PT
Cahaya Mitra Wiratama dan
IUPHHK-HA PT Kiani Lestari

No. 51/KUH-2/RPBAPP-
IUPHHK-HA/2018 tanggal 21
Mei 2018

2. Tahapan Kegiatan : Terbit Instruksi Kerja masih dalam tahapan

pembahasan dengan ketersediaan dokumen sebagai berikut :
Notulen Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas PT
Panambangan di Ruang Rapat Kantor BPKH IV Samarinda

tanggal 14 Februari 2019

Trayek tata batas PT Panambangan sepanjang +102.519 meter
sesuai dengan dokumen Rencana Penataan Batas No. 51/KUH-
2/RPBAPP-IUPHHK-HA/2018 tanggal 21 Mei 2018

Instruksi Kerja Tata Batas akan disiapkan paling lambat bulan

Maret 2019.

Namun demikian sampai dengan saat audit belum ada penerbitan
dokumen Instruksi Kerja Tata Batas PT Panambangan sehingga
Direktur PT Panambangan mengajukan surat permohonan
pembahasan Instruksi Kerja Tata Batas PT Panambangan sesuai
surat No. 02/111/Adm/03/2014 tanggal 26 Maret 2025 yang
disampaikan kepada Kepala BPKHTL Wilayah IV Samarinda.
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3. Tahapan Kegiatan : Pemancangan Batas rekonstruksi belum
dilaksanakan

2. Verifier 1.1.2

Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan a) Realiasasi tata batas areal PBPH PT Panambangan belum temu gelang
Justifikasi dengan realisasi sepanjang 41,290 Km atau mencapai 40,28%.dari

rencana sepanjang 102,519 Km. Pemancangan batas yang telah
direalisasikan oleh PT Panambangan adalah sebagai berikut :

No | Lokasi/Trayek Batas Rencana | Realissi Keterangan
(m) (m)
1 | Trayek A-HL/HPT.215- 455 - |-
B (Batas Sendiri)

2 | Trayek B-C (Batas 15.700 15.700 | Lap TBT No. 124
Persekutuan dengan Th 1997
IUPHHK PT Segara
Indochem)

3 | Trayek C-D (Batas 13.665 - | BATB, 24 Juni
Sendiri dengan HL 1996
Lembok-Hulu S
Keraitan)

4 | Trayek E-4 ...-1-D 15.362 - | Rencana
(Batas Persekutuan Penataan Batas
dengan IUPHHK PT No. 299/PB/
Kelawit Wana Lestari) IUPHHK-HT/2012

tgl 2 Okt 2012

5 | Trayek E-F (Batas 15.450 15.450 | Lap TBT No.
Persekutuan denngan 39/BPKH IV-
IUPHHK-HTI PT Multi 2/2014
Kusuma Cemerlang)

6 | Trayek F-G (Batas 5.187 - | Rencana
Persekutuan dengan Penataan Batas
IUPHHK-HTI PT Cahaya No. 33/KUH-
Mitra Wiratama) 2/IUPHHK-

HT/2008 tgl 26
Maret 2008

7 | Trayek G-H (Batas 9.465 - | Batas HP
Sendiri)

8 | Trayek H-J (Batas 9.695 9.695 | Lap TBT No. 52
Persekutuan dengan Th 1975
IUPHHK-HA PT Kiani
Lestari)

9 | Trayek J- 445 445 | Lap TBT No. 52
K=HL/HPT.385 (Batas Th 1975
Sendiri dengan HPT)

10 | Trayek A=HL/HPT.385 17.095 - | BATB, 27
(Batas Sendiri dengan November 2013
HL Gunung Gergaji)

Jumlah 102.519 | 41.290 | 40,28%

b) Selama periode audit PT Panambangan diverifikasi tidak melakukan
kegiatan pemeliharaan batas, namun hasil pemeriksaan lapangan

dilakukan lokasi batas persekutuan yang terakhir dipancang yaitu batas

persekutuan dengan PBPH-HTI PT Multi Kusuma Cemerlang dijumpai
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terdapat patok batas dan penandaan batas dengan cat merah di

sepanjang jalur batas dengan hasil observasi lapangan sebagai berikut :

1) Patok Batas PBPH PT Panambangan dengan PBPH PT Multi Kusuma
Cemerlang yang overlapping dengan areal PT Penambangan pada
koordinat N 00° 54’ 02,0”; E 117° 24’ 24,2”; dijumpai penandaan
batas dengan cat warna merah dan terdapat patok dari paralon
dengan cat warna merah strip 3 pada lokasi yang tumpang tindih
dengan batas areal PT Panambangan.

2) Patok Batas PBPH PT Panambangan dengan PBPH PT Multi Kusuma
Cemerlang yang overlapping dengan areal PT Penambangan pada
koordinat N 00° 54’ 02,1”; E 117° 24’ 23,9”; dijumpai penandaan
batas dengan cat warna merah dan banner batas areal PT Multi
Kusuma Cemerlang yang merupakan kawasan konservasi dan
tumpang tindih dengan batas areal PT Panambangan.

3. Verifier 1.1.3

Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK
(Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)

Bobot 1

NILAI KINERJA Not Applicable (N/A)

Ringkasan Pada areal PBPH PT Panambangan diverifikasi tidak dijumpai adanya
Justifikasi penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik berupa perizinan IUP
perkebunan atau pertambangan, penggunaan jalan dan perizinan dari
instansi lainnya.

4, Verifier 1.1.4

Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi

Bobot

2

NILAI KINERJA

BAIK/ Nilai Aktual : 3X2=6

Ringkasan
Justifikasi

Penguasaan lahan oleh pihak lain diidentifikasi berupa areal klaim lahan
untuk kegiatan perladangan masyarakat pada areal yang berbatasan dengan
PBPH-HT PT Kelawit Wanalestari. Hasil identifikasi di lapangan diketahui
bahwa luas areal tersebut +10 Ha yang digunakan untuk kegiatan
masyarakat berupa penanaman tanaman buah, tanaman pertanian dan
bangunan sarang burung walet serta kegiatan lainnya.

Di samping itu terdapat areal yang secara definitif sudah ditata batas oleh
PBPH-HT PT Multi Kusuma Cemerlang yang apabila dioverlay dengan peta
areal PT Panambangan terdapat overlapping dengan deliniasi seluas 502
Ha. Namun karena tata batas PT Multi Kusuma Cemerlang telah temu gelang
dan definitif maka areal tersebut telah ditetapkan sebagai areal PT Multi
Kusuma Cemerlang sebagaimana laporan TBT No. Lap/39/BPKH-I1V-2/2024,
sehingga total penguasaan lahan oleh PBPH PT Panambangan sebesar
43.240 Ha — 512 Ha = 42.728 Ha atau sebesar 98,82% dari luasan areal
kerja

Nilai Kinerja
Indikator 1.1

13/15x100% = 86,67% = BAIK

Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1. Verifier 1.2.1

Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan
perusahaan yang sesuai dengan PHL

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan Perusahan telah menetapkan visi dan misi usaha pemanfaatan hutannya
Justifikasi sesuai SK Direktur PT Panambangan Nomor : No. 02/I/Adm/12¢/2019
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tanggal 20 Januari 2019 dan pembaharuannya sesuai dengan keputusan
No. 02/2/Adm/12c/2023 tanggal 1 Februari 2023 sebanyak 6 (enam) misi
perusahaan.

Visi dan misi dinilai auditor telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan
hutan lestari, yaitu kelestarian produksi seperti tercantum dalam Misi nomor
1, 2, 3 dan 5, kelestarian ekologi seperti tercantum pada Misi nomor 4 dan
5, kelestarian sosial seperti tercantum pada nomor 5 dan 6.

Visi misi telah diosialisasikan kepada Karyawan dan Mitra Kerja seperti
berikut :

a) Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan PT Panambangan kepada
karyawan yang dilaksanakan dalam bentuk pemasangan banner visi dan
misi di kantor dan tempat strategis lainnya.

b) BAP Sosialisasi perubahan struktur organisasi, visi dan misi PT
Panambangan kepada karyawan kantor Samarinda dan Camp yang
dilaksanakan di Camp PT Panambangan tanggal 10 Januari 2024

c) BAP Sosialisasi perubahan struktur organisasi, visi dan misi PT
Panambangan kepada karyawan kantor Samarinda dan Camp yang
dilaksanakan di Camp PT Panambangan tanggal 9 Januari 2025

Visi misi telah disosialisasikan kepada Masyarakat sekitar seperti berikut

a) Berita Acara Pertemuan dan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa serta
Tokoh Masyarakat Desa Tepian Langsat Kecamatan bengalon pada hari
Jumat tanggal 08 Maret 2024 dengan salah satu materi penyampaian
Visi dan Misi PT Panambangan yang dilaksanakan di Samarinda.
Dokumen BAP dilengkapi dengan notulen kesepakatan dan daftar hadir
serta foto dokumentasi.

b) Berita Acara Pertemuan dan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa serta
Tokoh Masyarakat Desa Baay Kecamatan Karangan pada hari Kamis
tanggal 11 Januari 2024 dengan salah satu materi penyampaian Visi
dan Misi PT Panambangan yang dilaksanakan di Desa Baay. Dokumen
BAP dilengkapi dengan daftar hadir sebanyak 19 orang.

c) Berita Acara Pertemuan dan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa serta
Tokoh Masyarakat Desa Baay Kecamatan Karangan pada hari Sabtu
tanggal 06 Januari 2025 dengan salah satu materi penyampaian Visi
dan Misi PT Panambangan. Dokumen BAP dilengkapi dengan daftar
hadir sebanyak 20 orang.

d) Berita Acara Pertemuan dan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa serta
Tokoh Masyarakat Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon pada
hari Selasa tanggal 22 April 2025 dengan salah satu materi
penyampaian Visi dan Misi PT Panambangan. Dokumen BAP dilengkapi
dengan daftar hadir sebanyak 16 orang dan foto dokumentasi.

e) Berita Acara Pertemuan dan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa serta
Tokoh Masyarakat Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon pada
hari Sabtu tanggal 19 April 2025 dengan salah satu materi penyampaian
Visi dan Misi PT Panambangan. Dokumen BAP dilengkapi dengan daftar
hadir sebanyak 14 orang dan foto dokumentasi

2. Verifier 1.2.2

Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Hasil verifikasi dan penilaian di lapangan, pencapaian misi pemanfaatan
Justifikasi hutan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari adalah sebagai

berikut :
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1)

Misi mewujudkan kepastian kawasan telah diimplementasikan sebagian
di antaranya berupa pelaksanaan pemancangan batas pada sebagian
lokasi batas areal PT Panambangan. Implementasi pada misi ini belum
sepenuhnya dilaksanakan karena kewajiban pelaksanaan tata batas
rekonstruksi sampai dengan temu gelang masih belum dilaksanakan
dan baru dalam tahapan pengesahan rencana penataan batas dan
penyusunan Instruksi Kerja Tata Batasnya. Implementasi misi 1 dinilai
telah diimplementasikan, namun belum seluruhnya (bobot nilai
0,4x16,67%=6,67%)

Misi mengoptimumkan pemanfaatan berbagai produk dan jasa dari
hutan secara efektif dan efisien telah diimplementasikan, namun belum
sepenuhnya dan PT Panambangan diverifikasi belum memiliki RKUPH
Multi Usaha, walaupun telah mengembangkan dan
mengimplementasikan sistem silvikultur TPTI dan sistem silvikultur
THPB melalui pelaksanaan persiapan lahan dan penanaman jenis
eucalyptus dan acacia di lapangan. Implementasi misi 2 dinilai telah
diimplementasikan, namun belum seluruhnya (bobot nilai
0,5x16,67%=8,83%)

Misi meningkatkan produktivitas hutan di areal yang tidak produktif
diverifikasi telah diimplementasikan di lapangan dengan menyusun
RKUPH sistem silvikultur THPB pada areal belukar yang low potensi
untuk ditanami tanaman kayu HTI jenis eucalyptus dan Acacia.
Implementasi misi 3 dinilai telah diimplementasikan dan akan terus
dilakukan pada areal yang direncanakan untuk penerapan sistem
silvikultur THPB (bobot nilai 0,9x16,67%=15,00%)

Misi mempertahankan stabilitas ekosistem dengan mengalokasikan
sebagian areal untuk kawasan lindung serta pengelolaannya diverifikasi
telah diimplementasikan dengan mengalokasikan arealnya menjadi
kawasan lindung dalam perencanaan RKUPH dan dalam penyusunan
RKTPH telah memperhatikan pengalokasian kawasan dilindungi dan
areal yang tidak ditebang. Jenis dan luas kawasan lindung PT
Panambangan seluas 4.997 Ha atau 11,56% dari luas arealnya sebagai
berikut :

a) Sungai dan Sempadan Sungai :1.370 Ha
b) Hutan Lindung dan Buffer Zone Hutan Lindung :1.812 Ha
c) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) : 700 Ha

d) Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) : 700 Ha
e) Kebun Benih : 197 Ha
f) High Conservation Value (Hutan Karst) :218 Ha

Implementasi misi 4 dinilai telah diimplementasikan (bobot nilai
1,0x16,67%=16,67%)

Misi meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia
sebagai pengelola hutan diverifikasi telah diimplementtasikan namun
belum sepenuhnya di mana keberadaan SDM tenaga profesional
kehutanan dinilai masih perlu ditambah dan dilengkapi termasuk
kelengkapan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang dinilai masih perlu
dilengkapi. Di samping itu pelaksanaan kegiatan peningkatan
kompetensi dengan merealisasikan program pelatihan dan training
masih belum sepenuhnya dinilai diimplementasikan dengan baik.
Implementasi misi 5 dinilai telah diimplementasikan, namun belum
seluruhnya (bobot nilai 0,7x16,67%=11,67%).

Misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mengakui
hak — hak legal masyarakat dalam menggunakan dan menglola wilayah
dan sumberdaya mereka diverifikasi telah diimplementasikan dengan
implementasi pada program kelola sosial walaupun selama periode
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audit masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan implementasi
program kelola sosial 2023/2024 74,22% dan peningkatan ekonomi
masyarakat sebesar <30%. Implementasi misi 6 dinilai telah
diimplementasikan, namun belum seluruhnya (bobot nilai
0,7x16,67%=11,67%).
Dengan demikian, visi dan misi PT Panambangan telah diimplementasikan
sebagian dengan nilai sebesar 83,4% (6,67% + 8,33% + 15% + 16,67% +
11,67% + 11,67% = 70,00%).

Nilai Kinerja
Indikator 1.2

7/9x100% = 77,78% = SEDANG

Indikator 1.3 :

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan
tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan

pengelolaan hutan lestari.

1. Verifier 1.3.1

Ketersediaanorganisasi pengelolaan hutan yang menjamin
terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan PBPH PT Panambangan telah memiliki struktur organisasi (SO) untuk
Justifikasi pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan oleh Direktur dengan keputusan

No. 01//Adm/12c/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan terus berkembang
seiring dengan perkembangan perusahaan. Struktur Organisasi telah
diperbarui dengan keputusan No. 03/I/Adm/12c/2024 tanggal 20 Januari
2024 tentang perubahan Struktur Organisasi PBPH PT Panambangan.

SK Struktur Organisasi PT Panambangan dilampiri dengan Bagan Struktur
Organisasi dan Job Description atau uraian tugas pada masing-masing
jabatannya.

Struktur Organisasi terbaru PT Panambangan diverifikasi telah disahkan
oleh Direksi dan sesuai dengan kerangka PHL di mana pada strukturnya
terdapat Direktur yang membawahi Kepala Cabang dan Camp Manager.
Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu oleh Sekretaris dan Legal,
Staf Ahli Direksi dan Satuan Pengawas Internal

2. Verifier 1.3.2

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan,
tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan
pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Panambangan
Justifikasi sampai dengan saat audit bulan Januari 2025 :

1) Sarjana Kehutanan :
Total dimiliki saat ini 10 (sepuluh) orang.
Bertugas di lapangan sejumlah 10 (sepuluh) orang dengan
penempatan tersebar di bagian operasional lapangan seperti
Planning, Plantation, HSE, Land Clearing dan Harvesting serta HR.
2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) :
Total dimiliki saat ini 12 (dua belas) orang.
Bertugas di lapangan sejumlah 12 (duabelas) orang, berada di
bagian/ jabatan mandor operasional lapangan seperti bagian
Plantation, Land Clearing dan Harvesting, Nursery, HSE, dan Store
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3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) :

MLAH i
No. | GANISPH Ju _ Bidang Penugasan
RKUPH | Keperluan | Realisasi di Lapangan

1. | Kurpet 1 1 1 Pengukuran dan
Perpetaan

2. | Canhut 1 1 1 Inventarisasi dan
Perencanaan

3. | Binhut 1 2 1 Kelola sosial dan
lingkungan

4. | Nenhut 1 2 0 Harvesting HTI

5. | PKB 2 4 5 LHP; SKSHHK-KB
dan P3KB

Jumlah 6 10 8

4) Rekaman (data) kompetensi GANISPH sesuai penugasan yang
diberikan, untuk GANISPH tersedia, meliputi :
a. Sertifikat Pelatihan;
b. Sertifikat Uji Kompetensi GANISPH;
c. Kartu/ SIM GANISPH;
d. SK Penugasan dari Kepala BPHL Wilayah Xl dan
e. SK Penempatan Direksi dari SIGANISHUT

Verifier 1.3.3

Peningkatan kompetensi SDM

Bobot

2

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan
Justifikasi

a) Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis
Kehutanan, termasuk untuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT
Panambangan dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan secara periodik
per tahun.

b) Pelaksanaan pelatihan pada 2 (dua) tahun terakhir :

1) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada
tahun 2023 PT Panambangan terealisasi sebanyak 4 orang dari 5
yang direncanakan (80%).

2) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada
tahun 2024 PT Panambangan terealisasi sebanyak 25 orang dari 31
orang yang direncanakan atau sebesar 80,65% berupa penilaian
kinerja GANISPH yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 November
2024 dan pelatihan satgas konservasi orang utan tanggal 29 Sept-3
Okt. 2024.

c) Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan
(Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga
teknis lain) dan bidang lainnya di PT PNB pada tahun 2024 sebesar 80%
(atau >70%) dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan,
namun perencanaan pelatihan tidak mengacu kepada analisis
kebutuhan organisasi.

Verifier 1.3.4

Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang
kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan
tenaga lain)

Bobot

1

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan
Justifikasi

Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, seluruhnya

merupakan tenaga tetap PBPH PT Panambangan dan diverifikasi :

1. ljazah dan sertifikat pelatihan diverifikasi tersedia namun tidak disajikan
secara keseluruhan.
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2. Kartu GANISPH diverifikasi telah lengkap sesuai data pada sistem
SIGANISHUT.

3. SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap, telah
mendapatkan SK Persetujuan Penugasan dari BPHL Wilayah XI
Samarinda.

4. SK Penempatan GANISPH diverifikasi lengkap, pada seluruh GANISPH
yang dimiliki.

5. Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi bahwa GANISPH PT Panambangan
telah melakukan uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi,
namun dokumennya tidak disajikan secara keseluruhan

6. SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi belum sepenuhnya
sesuai dengan kompetensinya

7. Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi sebagian tidak terdapat
dalam daftar karyawan dan seluruh GANISPH merupakan karyawan PT
Panambangan

Nilai Kinerja
Indikator 1.3

14/21x100% = 66,67% = SEDANG

Indikator 1.4 :

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan
Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P
emegang PBPH Hutan Produksi

1. Verifier 1.4.1

Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6

Ringkasan PBPH PT Panambangan telah membangun dan memilki sistem informasi
Justifikasi berbasis teknologi digital untuk pengelolaan informasi manajemen, dan

telah beroperasional secara efektif, meliputi :

1) Ketersediaan perangkat Sistem Informasi seperti peralatan komputer,
laptop, Telepon Seluler, Modem, dan radio komunikasi untuk
kepentingan komunikasi dan pengiriman informasi, data, pengolahan
data, penyusunan dan pembuatan laporan baik internal maupun
pelaporan eksternal serta aplikasi berbasis IT untuk pelaporan sebagai

berikut :
No SIM Fungsi

1 | PMS (Plantation | Aplikasi untuk monitoring dan melaporkan
Monitoring kondisi areal yang sudah tertanam (Planted
System. Area)

2 | IOP (Integrated | Sistem Informasi yang digunakan untuk
Operation melakukan perencanaan bulanan untuk
Planning) kegiatan penyiapan lahan dan kegiatan

tanamuntuk pengajuan dan penyelesaian
klaim

3 | PRS (Planning Sistem Informasi tentang pelaporan hasil
Report System) | pengawasan, assesment yang dilakukan

oleh orang planning

4 | SMS Sistem Informasi tentang pelaporan hasil
(Supervision supervisi terhadap kegiatan mandor/

pengawas lapangan.
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Management
System)

5 | PMRS
(Plantation

Monitoring
Report System)

Sistem Informasi untuk penginputan hasil
pengukuran lapangan untuk kebutuhan
pembayaran hasil kerja kontraktor di
lapangan

2) Keberadaan jaringan internet di basecamp, di Pos TUK, dan di Logpond
serta pada beberapa tempat di areal PT PNB, untuk kepentingan
komunikasi, pengiriman data dan informasi serta laporan

3) Keberadaan Operator pada masing-masing peralatan komunikasi yang
bertugas untuk menerima dan mengirimkan dan mengolah data dan
informasi dan menyajikannya menjadi laporan yang siap digunakan.

4) Penggunaan aplikasi sistem komunikasi dan grup komunikasi yang
dijadikan sarana untuk berbagi data dan informasi lainnya.

Verifier 1.4.2

Keberadaan SPl/internal auditor dan efektifitasnya

Bobot

1

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan
Justifikasi

PBPH PT Panambangan telah membentuk Organisasi internal audit (SPI)
untuk keperluan kontrol / pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap
jabatan sesuai keputusan Direksi PT Panambangan No. 07/I/Adm/12¢c/2024
tanggal 01 Januari 2024 tentang Penunjukkan Petugas Satuan Pengawas
Internal (SPI) PT Panambangan.

Personel SPI PT Panambangan ditunjuk atas nama Jebby Fadriansyah
Etheim sebagai Petugas Pelaksana Satuan Pengawas Internal (SPI)
IUPHHK-HA PT Panambangan

Tim SPI PT PNB telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi selama
periode audit berupa audit internal Semester | dan Il tahun 2024 pada aspek
produksi, K3 dan PAK, Cruising dan kegiatan di bengkel.

Tim SPI PT PNB telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi namun
dinilai masih belum efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan.

Verifier 1.4.3

Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring
dan evaluasi.

Bobot

2

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan
Justifikasi

Kegiatan pengawasan internal (internal audit) oleh Tim SPI pelaksanaannya
dilakukan setiap semester, namun tidak tersedia laporan semester Il tahun
2023.

Temuan SPI pada aspek pemeriksaan produksi dan lainnya masih belum

titindaklanjuti secara keseluruhan di antaranya adalah temuan terkait :

1) Pemasangan label pada tunggul dan perencanaan arah tebang.

2) Penimbunan ceceran ol

3) Monitoring pemeliharaan jalan dan tanjakan (dilaksanakan terus
menerus)

Tindaklanjut temuan SPI pada pemeriksaan tidak diulas dengan

menganalisis penyebab terjadinya ketidaksesuaian, rencana penyelesaian

dan tindakannya, dan tindakan pencegahannya agar tidak terulang

Dengan demikian diketahui bahwa tindakan penyelesaian sebagai tindak

lanjut dari temuan SPI belum sepenuhnya dilaksanakan dan ditutup, serta

penyampaian tindakan belum diselesaikan seluruhnya.

Verifier 1.4.4

Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian
LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya
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Bobot 12
NILAI KINERJA SEDANG!/ Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan PT Panambangan telah menunjuk personel / kelompok personel sebagai
Justifikasi operator atau tenaga pelaksana sistem informasi milik Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan instansi lainya, berdasarkan

SK Direksi, meliputi :

No. Nama Tenaga SK Direksi
Sistem Pelaksana
Informasi
1 | SIPASHUT Galang Mukti | 03/KEP-
Ardianto SI/SIPONGI/PASKA/I/2025,
tanggal 01 Januari 2025
2 | SIPUHH M. Aini 01/KPTS/PNB-SMD/V/2024,
Effendi tanggal 01 Mei 2024
3 | SIPNBP M. Aini 01/KPTS/PNB/SK/I/2024,
Effendi tanggal 06 November 2024
3 | SIGANISHUT | Yehzkiel 016/Kpts/PNB-SMD/VI1/2024
tanggal 31 Juli 2024
4 | SIMPEL Eka Hadi 02/KEP-
Wibowo SI/SIPONGI/PASKA/IV/2024
tanggal 24 Oktober 2024
6 | SIPONGI Galang Mukti | 04/KEP-
Ardianto SI/SIPONGI/PASKA/I/2025,
tanggal 01 Januari 2025

Berdasarkan hasil pengecekan pada implementasi kepatuhan pelaporan
SIM yang dilakukan oleh PT PNB menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan
pada SIM Kementarian LHK diverifikasi belum sepenuhnya patuh dilaporkan
tepat waktu setiap bulannya khususnya untuk kecuali pelaporan SIPUHH
dan SIPNBP, SIMPEL dan SIPONGI sedangkan untuk SIPASHUT dan
SIGANISHUT belum dapat diakses karena operator tidak berada di tempat.

Nilai Kinerja
Indikator 1.4

16/21x100% = 76,19% = SEDANG

Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman,
(Bobot: 2) keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Selama periode audit tahun 2023 - 2025, PBPH PT Panambangan telah
Justifikasi menyusun dan menetapkan RKT, masing-masing untuk tahun 2023; 2024

dan 2025

PBPH PT Panambangan telah melakukan pertemuan konsultasi dengan
masyarakat Desa yang terdampak langsung operasional kegiatan RKT,
untuk mengidentifikasi kegiatan RKT yang berpotensi mempengaruhi hak-
hak dasar masyarakat dan/atau mempengaruhi lokasi/kawasan yang
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dilindungi oleh masyarakat, namun belum dilakukan secara menyeluruh
kepada desa terdampak dan rutin setiap tahunnya yaitu :

1) Berita Acara Pertemuan dan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa serta
Tokoh Masyarakat Desa Tepian Langsat Kecamatan bengalon pada hari
Jumat tanggal 08 Maret 2024 dengan salah satu materi penyampaian
RKT 2024 dan rencana penebangan PT Panambangan yang
dilaksanakan di Samarinda. Dokumen BAP dilengkapi dengan notulen
kesepakatan dan daftar hadir serta foto dokumentasi.

2) Berita Acara Pertemuan dan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa serta
Tokoh Masyarakat Desa Baay Kecamatan Karangan pada hari Kamis
tanggal 11 Januari 2024 dengan salah satu materi penyampaian RKT
2024 dan rencana penebangan PT Panambangan yang dilaksanakan di
Desa Baay. Dokumen BAP dilengkapi dengan daftar hadir sebanyak 19
orang.

3) Berita Acara Pertemuan dan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa serta
Tokoh Masyarakat Desa Baay Kecamatan Karangan pada hari Sabtu
tanggal 06 Januari 2025 dengan salah satu materi penyampaian RKT
2025 dan rencana penebangan di PT Panambangan yang dilaksanakan
di Desa Baay. Dokumen BAP dilengkapi dengan daftar hadir sebanyak
20 orang.

4) Berita Acara Pertemuan dan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa serta
Tokoh Masyarakat Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon pada
hari Sabtu tanggal 19 April 2025 dengan salah satu materi penyampaian
RKT 2025 dan rencana penebangan PT Panambangan yang
dilaksanakan di Desa Tebangan Lembak. Dokumen BAP dilengkapi
dengan daftar hadir sebanyak 14 orang.

5) Berita Acara Pertemuan dan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa serta
Tokoh Masyarakat Desa Tepian Langsat Kecamatan Bengalon pada
hari Selasa tanggal 22 April 2025 dengan salah satu materi
penyampaian RKT 2025 dan rencana penebangan PT Panambangan
yang dilaksanakan di Desa Tepian Langsat. Dokumen BAP dilengkapi
dengan daftar hadir sebanyak 16 orang

2. Verifier 1.5.2

Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.

Bobot

1

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan
Justifikasi

RKTPH PT PNB telah mendapat persetujuan dan pengesahan secara self
approval oleh Direksi sesuai dengan dokumen SK RKT dan persetujuan
melalui aplikasi SIPASHUT seperti dokumen pada verifier 1.5.1.

Di dalam areal RKT yang dikerjakan terdapat lokasi yang ditetapkan sebagai
kawasan dilindungi baik yang berbatasan dengan blok RKT maupun yang
berada di dalam blok RKT berupa sempadan sungai dan Kawasan
Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN).

Keberadaan kawasan lindung dalam RKT berjalan telah disosialisasikan dan
mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar dengan bukti dokumen
kegiatan sosialisasi RKT yang telah dilaksanakan pada setiap RKT berjalan
seperti dokumen pada verifier 1.5.1., namun dalam pelaksanaannya belum
dilakukan menyeluruh kepada seluruh desa binaan terdampak setiap
tahunnya dan sebagian pelaksanaannya tidak dilakukan di awal kegiatan
operasional RKT akan dilaksanakan.

Nilai Kinerja
Indikator 1.5

6/9x100% = 66,67% = SEDANG
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2. ASPEK PRODUKSI
Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1 | Verifier 2.1.1

Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh
pejabat yang berwenang.

Bobot 1

NILAI SEDANG

KINERJA

Ringkasan a) PBPH PT Panambangan . telah memiliki dokumen RKUPH periode berjalan
Justifikasi tahun 2023 - 2032 yang telah disahkan oleh a.n. Menteri Kehutanan,

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. No. SK.4872/MenLHK-
PHL/PUPH/HPL.1/4/2023.. Tanggal 26 April 2022., tersedia lengkap meliputi
dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya.

b) RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan
Oktober 2024- Maret 2025, belum pernah dilakukan revisi .

c) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Panambangan
telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja
sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang
dikembangkan

d) Akan tetapi sampai dengan audit dilakukan belum memasukan multiusaha
kehutanan dalam dokumen RKUPH

2 | Verifier 2.1.2

Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana
jangka panjang.

Bobot 2

NILAI SEDANG

KINERJA

Ringkasan a) Penataan areal kerja PBPH PT Panambangan. sesuia RKUPH yang
Justifikasi disahkan, meliputi :

1) Areal kawasan yang dilindungi : 4.997. Hektar, terdiri dari :
Sempadan Sungai : 1.370 Hektar;
Hutan Lindung dan Buffer Zone Hutan lindung seluas 1.812 Hektar;
Kawasan Pelestarian {lasma Nutfah (KPPN) seluas 700 Hektar,
Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas 700 Hektar,
Kebun Benih seluas 197 Hektar,
HCV (Hutan Karst) seluas 218 Hektar..
2) Kebun Benih : 396 Hektar
3) Areal Budidaya / Produksi = 38.243Hektar, untuk usaha pemanfaatan
yang meliputi :
a. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam seluas 37.384
Hektar;
Sistem silvikultur TPTI seluas 17.883 Hektar dan Sistem Silvikultur
THPB seluas 19.501 Hektar.
Pembangunan Sarana dan Prasarana = ...110. Hektar
Kemitraan kehutanan : 155 Hektar
Petak Ukur Permanen : 198 Hektar
Kebun Benih (KB) : 396 Ha

"0 Q00T

paogT

b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha
pemanfaatan hutan yang dikembangkan :

RKUPH
RKTPH (periode Persen Persen
Tahun 2023-2032) Kesesuai | Keseuaia Keterangan
Posisi Posisi | anluas | nletak
Blok Blok

Halaman 14 dari 66




¢/ VKAN

: n Akreditasi Nasional
it
v “LPVI-017-DN F1-02.15 Rev.1
Trustinde Certification
Lua Lua
S S
(Ha) (Ha)
TPTI
Tidak ada
o o realisasi
2023 502 Xl 502 Xl 0% 0% penataan PAK
di lapangan
Tidak ada
o o realisasi
2024 | 5023 | Xl 502 Xl 0% 0% penataan PAK
di lapangan
Berdasarkan
2025 607 Xl 608 Xl 100% 100% | RKUPH 2023 -
2032
1’631 1 ! ’21 33.3% 33%
THPB
Berdasarkan
2023 3’39 A 3’39 A 100% 100% | RKUPH 2023 -
2032
Berdasarkan
2024 37'932 B 3‘$2 B 100% 100% | RKUPH 2023 -
) 2032
Realisasi
Kegiatan
101 produksi Bulan
44 A 0% Juni 2023,
’ sehingga terjadi
CO di tahun
2024
Tumpang tindih
dengan PT MKC
(PT Multi
2025 3’228‘ C 3‘186 C 100% 100% | Kesuma
Cemerlang)
seluas 502
hektar.
12240 e 95.4% | 75.00%
Rata-
rata 64.35% 36.10% 50.22%
3 | Verifier 2.1.3 : | Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling
5%).
Bobot 1
NILAI : | SEDANG
KINERJA
Ringkasan . | Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap unit
Justifikasi usaha yang dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap

RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah :

1) Blok RKT Tahun 2025.
a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam Blok TPTI:
- IS 5% atau 1 petak;
- Titik Koordinat : 1°°0749.314” N 117°°26°39,76” E
- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi
keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak tetapi
belum semua.
b) Blok Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Blok THPB
- IS 5% atau 3 petak
- Titik Koordinat : 0°°55721,71” N 117°°23°25,2” E , 0°55°20,51” N
117°°23'25,75” E, 0°55720,31” N 117°23'256.27” E
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- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi
keberadaan plang RKT, pal / patok batas blok RKT , penomoran
petak tetapi belum seluruhnya.

2) RKT Tahun 2024
a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam Blok THPB :

- IS 5% atau 3 petak;

- Titik Koordinat : 0°58’34,68” N 117°°23'52.47,” E, 0°58’36,17” N
117°°23'52.16,” E. 0°°58’1,068” N 117°°23'50,77” E

- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi
keberadaan plang RKT , patok batas blok RKT dan patok
penomoran petak.

Nilai Kinerja 11 8/12 X100 % = 66.67 % = SEDANG
Indikator 2.1

Indikator 2.2 :

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan,
dan/atau jasa lingkungan

1. Verifier 2.2.1 : | Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa
lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.

Bobot 1
NILAI KINERJA | : | SEDANG.
Ringkasan : |a) PBPH PT Panambangan telah memilki data potensi untuk setiap jenis
Justifikasi usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa :
No. Jenis Usaha Sumber Data Potensi
1. | Pemanfaatan Hasil a) IHVB
Hutan Kayu Alam b) LHC

b) Dokumen data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-Peta
Lampirannya, serta dilengkapi dengan surat dari Dit PUPH nomor
S.969/PUPH/RKU/HPL-1/12/2022 tanggal 2 Desember 2022

c) Berdasarkan hasil Rekapituasi LHP, masing-masing di :

1) Tahun 2025 Blok TPTI., diketahui potensi kayu 25.13 M3/Ha.
2) Tahun 2025 Blok THPB, diketahui potensi kayu .2,34 M3/Ha

d) Berdasarkan hasil Observasi lapangan bahwa pada Blok TPTI belum
selurh Barcode pohon tebang ditemukan di lapangan dan untuk Blok
THPB penandaan Barcode pada pohon tebang ditemukan di lapangan.

2. Verifier 2.2.2 : | Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan
usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.
Bobot 112
NILAI KINERJA | : | SEDANG
Ringkasan : | Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Panambangan. telah dilakukan sesuai
Justifikasi daya dukungnya, berdasarkan :

a) Volume produksi ditentukan berdasarkan Survey potensi dengan
Intensitas 100%, belum berdasarkan perhitungan riap tegakan.

b) Realisasi produksi tahun 2023, 2024 dan 2025Tidak pernah. melampaui
Jatah Tabangan Tahunan

c) Tidak terdapat illegal Logging, Klaim masyarakat seluas 10 hektar dan
tidak terdapat kejadian kebakaran lahan.

Nilai Kinerja 1| 6/9 X100% =66.67 % = SEDANG
Indikator 2.2
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Indikator 2.3 :

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

1 | Verifier 2.3.1

Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.

Bobot 1

Justifikasi

NILAI : | SEDANG.
KINERJA
Ringkasan a) PBPH PT telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan

kayu (hutan alam) dengan sisitem TPTI, meliputi :

Tanggal
Pembuata
JUDUL o PEDOMAN TEKNIS ACUAN
Penataan Areal Kerja | 10-03- PermenHut No. P.11/Menhut-
No.Prod- 2020 11/2009
01/PNB/2020, PermenHut No P.33/Menhut-
11/2014
Perdirjen BPK P.9/VI/BPHA/2009
SK.DIRJEN PH NO : 151/KPB/IV-
BPHH/1993,
Inventarisasi Tegakan | 10-03- Permen LHK No. P.43/Menlhk-
Sebelum 2020 Setjen/2015
Penebangan (ITSP) Permen LHK No. P.66/Menlhk-
No.Prod- Setjen/Kum.1/10/2019
02/PNB/2020, Perdirijend PHL No. 17/PHPL-
SET/2015
Perdirijend PHL No. 20/PHPL-
SET/2015
Pembukaan Wilayah 10-03- PermenHut No. P.11/Menhut-
Hutan (PWH) 2020 11/2009
No.Prod- PermenHut No P.33/Menhut-
03/PNB/2020, 10-03- 11/2014
2020 Perdirjen BPK P.9/VI/BPHA/2009
SK.DIRJEN PH NO : 151/KPB/IV-
BPHH/1993,
PRODUKSI/PEMBAL | 10-03- PermenHut No. P.11/Menhut-
AKAN No.Prod- 2019 11/2009
04/PNB/2019, PermenHut No P.33/Menhut-
11/2014
Perdirjen BPK P.9/VI/BPHA/2009
SK.DIRJEN PH NO : 151/KPB/IV-
BPHH/1993,
Penanaman 10-03- SK.DIRJEN PH NO : 151/KPB/IV-
Pengayaan dan 2019 BPHH/1993,
Rehabilitasi
No.Binhut-
02/PNB/2020
Pemeliharaan 10-03- PermenHut No. P.11/Menhut-
Tanaman Pengayaan | 2020 11/2009

dan Rehabilitasi

PermenHut No P.33/Menhut-
1112014
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No.Binhut- Perdirjen BPK P.9/VI/BPHA/2009
03/PNB/2020
7 | Pembebasan Pohon 10-03- PermenHut No. P.11/Menhut-
Binaan 2020 11/2009
No.Binhut- PermenHut No P.33/Menhut-
01/PNB/2020, 1112014

b)

Perdirjen BPK P.9/VI/BPHA/2009
SK.DIRJEN PH NO : 151/KPB/IV-
BPHH/1993,

8 | Pembebasan Pohon 10-03- Tidak ada
Binaan Tahap Il &Il 2019
No.Binhut-
04/PNB/2019,

9 | Perlindungan dan 10-03- Permen Nomor 6 Tahun 2007 Jo
Pengamanan Hutan 2020 Nomor 3 tahun 2008
No.Keling- Permen 60 Tahun 2009
26/PNB/2020, UU 32 Tahun 2009

dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan belum seluurhnya
mengacu kepada pedoman teknis yang sesuai yaitu PerMenLHK No. 8 tahun
2021.

PBPH PT telah membuat SOP untuk pelaksanaan kegiatan usaha
pemanfaatan kayu di hutan alam dengan sistem THPB, meliputi :

N Tanggal
° JUDUL Pembuata | PEDOMAN TEKNIS ACUAN
n
1 | Tata ruang Hutan Tanaman 10/10/2023 | PermenLHK No.8 tahun 2021
Industri Kepres No 32 tahun 1990
No. prod-13/PNB/2023 tentang Pengelolaan
Rev.01 Kawasan Lindung.
2 | MWH Timber Cruising 30/04/2023
Planning-003/PNM/23
3 | Inventarisasi Hutan Tanaman 30/04/2023 | -
Planing -006/PNM/23
4 | Persiapan Lahan Secara 30/04/2023 | -
mekanis-MSP
Plantatioan-014/PNM/23
5 | Penyiapan Lahan Pada Areal 30/04/2023 | -
Berkayu
WI-WoodSupply-008/PNM/23
6 | Persiapan Lahan Mineral 30/04/2023 | PermenLHK 8 Tahun 2021
Plantation-002/PNM/23
7 Operasi Pembibitan (Acacia 30/04/2023 | Penanganan dan
Seedling) penggunaan bahan kimia
Planning-001/PNM/23 pertanian dan pupuk
Rev.0 Evaluasi pemantauan
tanaman
prosedur pengelolaan limbah
8 Operasi Pembibitan 30/04/2023 | Penanganan dan
(Eucalyptus Seedling) penggunaan bahan kimia
Planning-001/PNM/23 pertanian dan pupuk
Rev.0 Evaluasi pemantauan
tanaman
prosedur pengelolaan limbah
9 Micro Planning 30/04/2023 | PermenLHK P8 Tahun 2021
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WoodSupply-001/PNM/23
Rev.0

10 | Panen Kayu alam 30/04/2023
WoodSupply-002/PNM/23

Rev.0

PermenLHK P8 Tahun 2021
dan dokumen PT PNB terkait

11 | Penanaman dan Penyisipan 30/04/2023 | -

Plantation-005/PNM/23

12 | Perawatan Tanaman 30/04/2023 | -

Plantation-007/PNM/23
dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan mengacu kepada
pedoman teknis yang sesuai yaitu PerMenLHK No.8 tahun 2021.

2 | Verifier 2.3.2

Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.

Bobot 2

NILAI SEDANG.

KINERJA

Ringkasan a) Tingkat implementasi SOP di lapangan :

Justifikasi 1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam) pada sistem TPTI,

belum seluruhnya terimplementasikan di lapangan,dan kegiatan produksi
baru dilaksanakan pada Bulan Maret 2025 dikarenakan tidak ada mitra
kerja dan harga kayu turun.

2) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam) sistem THPB ,
seluruhnya terimplementasikan di lapangan,

b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan
pemeriksaan kesesuaiannya, masing-masing :

1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam /sistem TPTI) pada
kegiatan PAK. Dinilai belum seluruhnya sesuai dengan alasan belum
semua identitas petak ditemui di lapangan, ITSP dikarenakan belum
semua Barcode pada pohon tebang di temui di lapangan, dan penataan
kawasalan lindung belum semua ditandai di lapangan

3) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam/sistem THPB) yaitu
untuk kegiatan PAK. Dinilai belum sesuai dikarenakan identitas petak
belum ditemui di lapangan (RKT 2025), ITSP dengan alasan belum semua
peta pohon di temui di lapangan , Belum semua penataan Kawasan
lindung dilaksanakan di lapangan.

3 | Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam
menjamin kelestarian hutan.
Bobot 2
NILAI SEDANG
KINERJA
Ringkasan Selama periode audit bulan Oktober 2023. s.d Maret 2025 PBPH PT
Justifikasi Panambangan telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan

sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, meliputi :
1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam / Sistem TPTI) :
a) Kegiatan : Penanaman

RKT 2024 RKT 2025 (Sd
Maret)
a | Rencana (Ha) | 0 502.26
b | Realisasi (Ha) | O 0
- | Lokasi
- | Jenis Pohon
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2) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam / Sistem THPB :
b) Kegiatan : Penanaman

Rencan Realisa
No . Persentase
RKT Tahun a si )
(Ha) (Ha) (%) Jenis
2023 3890 | 1936.9 49.79% éf:scgcarpa
Acacia
o,
2024 1,014.43 914.27 ( Car?og\?e:; Crassicarpa
y Eucalyptus pellita
0,
3,927.31 2,713.4 69.09@
8 (murni)
Jumlah 2023- 5,564.6 o
2024 7,817.31 5 71.18%
Acacia
(o)
2025 4,064.40 592 14.57 M/;r(:’g Crassicarpa
Eucalyptus pellita
Jumlah 12’240': 4’283'2 34.99%

Pencapaian penanaman tahun 2023 dan 2024 sitem THPB =71.18 .%
dengan metode pemulihan sesuai acuan yang dipersyaratkan / standar teknis.

Nilai Kinerja
Indikator 2.3

10/15 X 100% = 66.67 % = SEDANG

Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

1. Verifier 2.4.1

Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha
pemanfaatan hutan.

b)

(hutan alam / sistem TPTI), meliputi :

Bobot 1

NILAI BAIK

KINERJA

Ringkasan a) PBPH PT Panambangan . telah membuat SOP penerapan teknologi
Justifikasi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

No. JUDUL Tanggal PEDOMAN TEKNIS
Pembuatan ACUAN
1 Prod.06/PNB/2021 8 April PerMenLHK No. P.8
Revisi 3 2021 Tahun 2021,
Lampiran XIV

dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan isinya telah
memperhatikan karakteristik biofisik dan nilai sosial budaya masyrakat
setempat

PBPH PT telah membuat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan
untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam /sistem
THPB), meliputi:

Tanaman Industri

No JUDUL Tanggal PEDOMAN TEKNIS ACUAN
Pembuatan
1 | Tata ruang Hutan 10/10/2023 | PermenLHK No.8 tahun 2021
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No. prod-13/PNB/2023
Rev.01

Kepres No 32 tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung.

2 | MWH Timber Cruising
Planning-003/PNM/23

30/04/2023

3 | Inventarisasi Hutan
Tanaman
Planing -006/PNM/23

30/04/2023

4 | Persiapan Lahan
Secara mekanis-MSP
Plantatioan-
014/PNM/23

30/04/2023

5 | Penyiapan Lahan Pada
Areal Berkayu
WI-WoodSupply-
008/PNM/23

30/04/2023

6 | Persiapan Lahan
Mineral
Plantation-002/PNM/23

30/04/2023

PermenLHK 8 Tahun 2021

7 Micro Planning
WoodSupply-
001/PNM/23
Rev.0

30/04/2023

PermenLHK P8 Tahun 2021

8 Panen Kayu alam
WoodSupply-
002/PNM/23
Rev.0

30/04/2023

PermenLHK P8 Tahun 2021
dan dokumen PT PNB terkait

9 Panen Kayu Hutan
Tanaman

HOA
No. WI-WoodSupply-
005/PNM/23

Tanggal
30/04/2023

dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan isinya telah
memperhatikan karakteristik biofisik dan nilai sosial budaya masyrakat

setempat

2. Verifier 2.4.2

Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

kegiatan sesuai SOP, meliputi :

Bobot 2

NILAI SEDANG

KINERJA

Ringkasan a) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
Justifikasi hutan alam | sistem TPTI, baru sebagian diterapkan pada seluruh tahap

No. | Tahapan Kegiatan | Bentuk Teknologi Ramah Lokasi
Lingkungan Pemeriksaan
1 Perencanaan Penataan zona areal hutan, Petak J27
telah dilakukan penataan tetapi | RKT 2025
belum seluruh petak terdapat
identitas dan belum semua
Kawasan lindung dilakukan
tanda batas di lapangan
2 Operasional Operasional tebang dan sarad | Petak J27
Pemanenan masih belum seluruhnya RKT 2025
sesuai SOP, masih terlinat
adanya kerusakan tegakan
tinggal.
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jalan sarad dan bekas TPn
belum dapat dilihat karena
kegiatan produksi baru
dilaksanakan pada Bulan
Maret 2025

3 Pemeliharaan dan | Terdapat perbaikan dan Petak J27

K3 pemeliharaan alat berat dan RKT 2025
operator menggunakan APD

4 Paska Pemeliharaan jalan , drainase Petak J27

Pemanenan Kayu | dilakukan. , tetapi penutupan RKT 2025

b) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan kayu alam denagn

sistem THPB, baru sebagian diterapkan pada seluruh tahap kegiatan

sesuai SOP, meliputi :

Pemanenan Kayu

dilakukan. ,

No. | Tahapan Kegiatan | Bentuk Teknologi Ramah Lokasi
Lingkungan Pemeriksaan
1 Perencanaan Penataan zona areal hutan Petak F 070
tahun 2025, telah dilakukan RKT 2025, V
penataan tetapi belum seluruh | 18, V19
petak terdapat identitas dan
belum semua Kawasan lindung
dilakukan tanda batas di
lapangan
2 Operasional Operasional penebangan dan Petak F 070
Pemanenan penyaradan telah sesuai RKT 2025
dengan SOP dan sesuai
dengan Peta microplanning.
Belum terdapat tanda lokasi
TPn di lapangan.
3 Pemeliharaan dan | Terdapat perbaikan dan Petak F 070
K3 pemeliharaan alat berat dan RKT 2025
operator menggunakan APD
4 Paska Pemeliharaan jalan , drainase

Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal

Bobot 2

NILAI SEDANG.

KINERJA

Ringkasan a) Pada Blok TPTI. Kegiatan produksi barus dilaksanakan pada bulan Maret
Justifikasi tahun 2025, belum dilakukan pengukuran plot tegakan tinggal, tetapi

berdasarkan hasil pengukuran pada plot tegakan tinggal terakhir

dilakukan di areal bekas tebangan blok RKT 2020 pada petak | 18, usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, diperoleh tingkat kerusakan
tegakan tinggal sebagai berikut :

No. | Tegakan RKT 2020
Tinggal Jumlah | Rusak | %
a Semai 39 6 15
b. Pancang 39 9 23
C. Tiang 56 13 23
d. Pohon 113 25 22
Rata-rata 21

Keterbukaan wilayah akibat kegiatan produksi pada sistem THPB
Berdasarkan laporan penyiapan lahan dan pembuatan infrastruktur. Pada
tahun 2024 ini telah dilaksanakan kegiatan pembukaan areal untuk
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penanaman dengan total luas 862.5 Ha. Pada areal tersebut terdapat lahan
siap tanam seluas 862.5 ha dan infrastruktur 86.53 Ha yang terdiri dari jalan
utama, jalan cabang, Jalan Bantu, dan luas 2.47 hektar untuk tapak Base
Camp sehingga keterbukaan sebesar 10.31%

Nilai Kinerja 1| 1115 X 100% =73,33% = SEDANG
Indikator
24
Indikator 2.5 :

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai
dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.

1. Verifier 2.5.1 : | Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan
ketentuan.
Bobot D1
NILAI KINERJA | : | SEDANG
Ringkasan : | a) Selama 3 (tuga) tahun terakhir / periode audit bulan Oktober 2023. s.d
Justifikasi Maret 2025., PBPH PT Panambangan. memilki RKT yang telah disetujui
secara self approval meliputi :
No. | Periode Tanggal Jenis Usaha Pemanfaatan
RKT Disetujui Hutan
2023 30 Mei 2023 Kayu Hutan Alam
2. 2024 6 Januari 2024 Kayu Hutan Alam
3 2025 31 Desember Kayu Hutan Alam
2024

b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan :
- Hasil survey potensi digunakan untuk penentuan Jatah tebanagan
Tahunan.
c) Berdasarkan hasil observasi bahwa belum semua kayu ditemukan
Barcode di lapangan pada sistem TPTI pada RKT 2025

2. Verifier 2.5.2 : | Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH
Bobot 1
NILAI KINERJA | : | BAIK
Ringkasan : |a) PBPH PT Panambangan membuat Peta Kerja untuk setiap blok usaha
Justifikasi pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 2024.

sampai RKT Tahun 2025
b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada
seluruh Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya .

3. Verifier 2.5.3 : | Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan
usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja
Bobot 112
NILAI KINERJA | : | SEDANG.
Ringkasan Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok :
Justifikasi a) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam, sistem TPTI tahun 2025 ,

kondisi penataan batas blok RKT dilksanakan di lapangan , terlihat batas
blok RKT, rintisan batas tetapi belum semua identitas petak terlihat di
lapangan dan penataan kawasaln lindung didalam blok dan yang
berbatasan dengan blok RKT belum semua dilaksanakan di lapangan.

Halaman 23 dari 66




'_,)
y
) y

Trustinde Certification

vV KAN

Komite Akreditasi Nasional

LPVI-017-IDN

F1-02.15 Rev.1

b) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam, sistem THPB tahun 2024 dan
2025 , kondisi penataan batas blok RKT dilksanakan di lapangan ,
terlihat batas blok RKT, patok batas blok RKT tetapi belum semua
identitas petak tahun 2025 terlihat di lapangan dan penataan kawasaln
lindung didalam blok dan yang berbatasan dengan blok RKT belum
semua dilaksanakan di lapangan
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka
pendek
Bobot 2
NILAI KINERJA BURUK.
Ringkasan Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha
Justifikasi pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Panambangan :
1) RKT Tahun 2025 sistem TPT (sampai Maret).
No. | Kesesuaian | Pemanfaatan
Hasil Hutan
Kayu Alam
(volume /satuan)
1. LUASAN Hektar
a. | Rencana 607.53
b. | Realisasi 0
c. | Pencapaian | 0
2. LOKASI
3. VOLUME M3
a. | Rencana 7,364.06
b. | Realisasi 0
c. | Pencapaian | 0
Luas tidak melewati batas rencana, volume berada di kisaran 0%.
2) RKT Tahun 2023 ,2024 dan 2025 di Blok THPB
No. | Kesesuaian | Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan
Hasil Hutan Hasil Hutan Hasil Hutan
Kayu Alam Kayu Alam Kayu Alam
(volume (volume (volume
/satuan) /satuan /satuan)
(Tahun 2023) Tahun 2024) (Tahun 2025
sampai April)
1. LUASAN
a. | Rencana 3,890 3,927.31 3,408
b. | Realisasi 1,944.10 3,427.48 740.4
c. | Pencapaian 49.93% 87.02 % 21.73%
2. LOKASI Blok RKT 2023 Blok RKT 2024 | Blok RKT 2025
3. VOLUME
a. | Rencana 21,073.20 52,728.00 7,949.85
b. | Realisasi 4,179.26 12,106.68 597.24
c. | Pencapaian 19.83% 22.96% 7.51%
Realisai RKT 2023 dan 2024 untuk luas tidak melewati batas rencana,,
volume berada di kisaran 22,07% dan sesuai lokasi produksi..
Nilai Kinerja 10/18 X 100% = 61.11.% = SEDANG
Indikator 2.5
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Indikator 2.6 :

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha

pemanfaatan hutan.

Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan
penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan
publik).

Bobot 1

NILAI KINERJA BURUK.

Ringkasan PBPH PT Panambangan belum mempunyai Laporan Keuangan. tahun buku

Justifikasi terakhir tahun 2023 dan 2024 yang telah diaudit Akutan Publik

Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional
(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan
force majeur | perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang
dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)

Bobot 1

NILAI KINERJA BURUK

Ringkasan PBPH PT Panambangan tidak membuat laporan keuangan perusahaan untuk

Justifikasi tahun yang berakhir pada bulan Desember tahun 2023. Terdapat Laporan
keuangan perusahaan untuk tahun 2024 namun laporan ini tidak diaudit oleh
auditor independen kantor akuntan publik. Laporan tersebut juga tidak
memuat lampiran data-data alokasi dana kegiatan usah pemanfaatan hutan.
Sehingga tidak diketahui rencana dan realisasi biaya kegiatan serta proporsi
alokasi dana pada masing-masing tahapan kegiatan

Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan
publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan
ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).

Bobot 2

NILAI KINERJA BURUK

Ringkasan PBPH PT Panambangan tidak membuat laporan keuangan perusahaan

Justifikasi untuk tahun yang berakhir pada bulan Desember tahun 2023. Terdapat
Laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2024 namun laporan ini tidak
diaudit oleh auditor independen kantor akuntan publik. Laporan tersebut
juga tidak memuat lampiran data-data alokasi dana kegiatan usah
pemanfaatan hutan. Sehingga tidak diketahui tingkat kecukupan dana yang
dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan hutan

Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.

Bobot 2

NILAI KINERJA BURUK.

Ringkasan PBPH PT Panambangan tidak membuat laporan keuangan perusahaan untuk

Justifikasi tahun yang berakhir pada bulan Desember tahun 2023. Terdapat Laporan
keuangan perusahaan untuk tahun 2024 namun laporan ini tidak diaudit oleh
auditor independen kantor akuntan publik. Laporan tersebut juga tidak
memuat lampiran data-data alokasi dana kegiatan usah pemanfaatan hutan.
Sehingga tidak diketahui rencana dan realisasi biaya kegiatan dan tingkat
kelancaran alokasi dana pada masing tahapan kegiatan .

Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.
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Bobot 2

NILAI KINERJA BURUK

Ringkasan PBPH PT Panambangan tidak membuat laporan keuangan perusahaan

Justifikasi

untuk tahun yang berakhir pada bulan Desember tahun 2023. Terdapat
Laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2024 namun laporan ini tidak
diaudit oleh auditor independen kantor akuntan publik. Laporan tersebut
juga tidak memuat lampiran data-data alokasi dana kegiatan usah
pemanfaatan hutan. Sehingga tidak diketahui rencana dan realisasi dana
untuk pembinaan hutan

Nilai Kinerja
Indikator 2.6

8/24 X 100 % =33.33 % = BURUK

3. ASPEK EKOLOGI

Indikator 3.1 :

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi

Tinggi (ABKT)

1. | Verifier Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau
311 dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT
Bobot 1
NILAI BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3
KINERJA
Ringkasan a) PBPH PT Panambangan telah menetapkan kawasan yang dilindungi di
Justifikasi dalam areal kerja sesuai Surat Keputusan Direktur PT Panambangan No. SK

026/PNB/IV/2023 Tanggal 30 April 2023 tentang Penetapan Kawasan
Lindung pada PBPH PT Panambangan dengan luas 4.997 Ha. Jenis dan luas
kawasan lindung meliputi :

No. Jenis Kawasan Lindung Luas (Ha)
1. Sungai dan Sempadan Sungai 1.370
2. Hutan Lindung dan Bufferzone HL 1.812
3. Area Mata Air -
4, Koridor/ Perlindungan Satwa -
5. KPPN 700
6. KPSL 700
7. Kebun Benih (KB) 197
8. High Conservation Value (Hutan 218

Karst)
Jumlah (Ha) 4.997

b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai
dengan RKUPH Tahun 2023 (Periode 2023 — 2032) yang disahkan oleh
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4872/MenLHK-
PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023.

c) PBPH PT Panambangan telah memiliki laporan hasil identifikasi ABKT yang
bekerjasama dengan Lembaga Ecositrop berjudul Laporan Kegiatan
Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) Pada Wilayah PBPH
PT Panambangan Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023.
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Areal Bernilai Konservasi Tinggi PT Panambangan ditunjukkan pada tabel

berikut.
Hasil Penilaian
KBKT Definisi PN FEe— Tidak | Luas (Ha)
Ada

1 Keanekaragaman jenis v 15.157,85

o | hcastem s mosak |
3 | Ekosistem dan habitat v 282,41

4 | Jasa ekosistem v 15.157,85

5 Kebutuhan dasar v 1.466,54

6 Nilai kultural v -
KBKT Total (luas berdasarkan hasil overlay) 15.157,85

2. | Verifier Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas
3.1.2 dikenali) dan/atau deliniasi ABKT
Bobot 2
NILAI SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4
KINERJA
Ringkasan a) Realisasi penataan batas kawasan yang dilindungi sampai dengan audit
Justifikasi Penilikan Ke-1 (2025) sebesar 24.458,17 meter (67,32% dari rencana

penataan batas kawasan lindung 36.332,2 meter), dengan rincian sebagai

berikut.
Panjang Rencana
No. Kawasan Lindung batas KL (m) Total (m)
(m)
1. Sungai dan Sempadan 32.589 19.644 2.558,17
Sungai
- Sungai Banyanak 7.000
- Anak S. Banyakak
2. Hutan Lindung dan 13.484 4380 4.200
Bufferzone HL
3. KPPN 13.956 5582,4 5.200
4, KPSL 11.407 4562,8 5.500
5. Kebun Benih (KB) 7.530 2163
6. High Conservation Value 0
(Hutan Karst)
Jumlah 78.966 36.332,2 | 24.458,17
Persentase (24.458,17/ 36.332,2 ) x 100% =
67,32%

berikut

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan secara sampling, bentuk patok
batas kawasan lindung sebagian tidak sesuai dengan Standar Prosedur
Operasi Tata Batas Kawasan Lindung dan Konservasi (No. Keling-
01/PNB/20, Tanggal : 10 Maret 2020, Revisi : 01), dengan rincian sebagai

Jenis Kawasan Lindung

Koordinat

Keberadaan batas kawasan

lindung
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Alur Sempadan sungai 1°03’15,7” N Tidak ada plang nhama dan
Bayanak 117°27°20,8” E patok
Sempadan Sungai A 0°59'41,2” N Tidak ada plang nama dan
117°23'58,3” E patok
Sempadan Sungai B 0°59’00,9” N Tidak ada plang nama dan
117°23'514" E patok
Sempadan Sungai C 1°00°48,2” N Tidak ada plang nama dan
(TPTI 2025) 117°26°39,9” E patok
Sempadan Sungai 0°58'40,6” N Tidak ada plang nama, patok
Bayanak 117°25’'14,0" E ikat 1 buah
Sempadan Sungai 0°59'13,6” N Ada plang nama, patok ikat
Bayanak (Daerah 117°25'51,7" E paralon 1 buah kondisi rusak,
Nursery) ada patok kayu KCV 1 buah
Sempadan Sungai 1°00°45,1” N Ada plang nama, patok ikat
Ambulabung 117°26°40,6” E dari kayu bertuliskan SS
Alur Sempadan Sungai 0°54'56,742” N Tidak ada plang nama, hanya
Blok THPB 2025 117°22'38,76” E patok ikat paralon 1 buah dan
batas rintis polet cat merah di
pohon
Sempadan Sungai 0°56'42,1” N Ada plang nama, tidak ada
Airabanag 117°21'49,3” E patok
Kebun Benih 1°01'35,4” N Tidak ada plang nama dan
117°27°20,3” E patok
KPSL 1°01°00,9” N Ada plang nama dan patok
117°24°58,0” E rintis lama, tidak ada
perawatan patok

3. | Verifier Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung
313
Bobot 1
NILAI SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2
KINERJA
Ringkasan a) Kondisi penutupan areal kawasan lindung PBPH PT Panambangan
Justifikasi didasarkan pada hasil tumpang susun (overlay) Peta Penafsiran Citra Satelit

tabel berikut.

Tahun 2023 dengan skala deliniasi peta 1 : 50.000 (Sumber: Komposit
Sentinel 2A Band 11-8A-5, Liputan 1 Juni 2022). Areal kawasan lindung
yang masih berhutan seluas 2.600 Ha (52,03%) yang terdiri dari hutan lahan
kering sekunder dan hutan karst sekunder, dengan rincian sebagaimana

Penutupan Lahan (ha)

No Kawasan II:Iu':an Hutan Total
’ Lindung Ka 'an Karst Belukar | Semak | (Ha)
ering Sekunder

Sekunder
1. | Sungai dan 435 13 910 12 1.370
Sempadan
Sungai
2. | Hutan Lindung 1.090 - 722 - 1.812
dan Buffer
Zone HL
KPPN 394 - 306 - 700
4. | KPSL 311 - 383 6 700
5. | Kebun Benih 139 - 58 - 197
(KB)
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6. | High - 218 - - 218
Conservation
Value (Hutan
Karst)
2.369 231 2.379 18 | 4.997
Total (Ha) Areal Berhutan :2.600 Areal Tidak
Ha Berhutan : 2.397
Ha
Persentase =(2.600/4.997) x 100% = 52,03%

b) Realisasi penanaman / rehabilitasi kawasan yang dilindungi selama periode
audit sebagai berikut:

Rencana Realisasi (Ha)
No. Tahun Persentase
Ha Batang Ha Batang
1. | 2023 (Oktober — 62 24.800 0 0
Des)
2. | 2024 62 24.800 2 70 1,54%

3. | 2025 (s.d Maret) 62 24.800 1 50

Total 195 74.400 3 120

c) Berdasarkan pengecekan lapangan terhadap efektivitas pengayaan di
kawasan lindung, diketahui pada pengayaan di Sempadan Sungai Bayanak
(0°59°20,802” N 117°25’48,384” E) dan Kebun Benih (1°1°35,148” N
117°27°20,118” E), tanaman pengayaan tumbuh dengan baik (persentase
hidup >80%). Pada areal kawasan lindung tidak terdapat gangguan
perambahan, kebakaran, maupun gangguan hutan lain yang menyebabkan
tutupan lahan terbuka.

4. | Verifier Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah
314 selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
Bobot 2
NILAI Not Applicable (N/A)
KINERJA
Ringkasan Berdasarkan RKUPHHK-HA Tahun 2012 Periode Tahun 2013 — 2022 dan
Justifikasi RKUPH Tahun 2023 Periode Tahun 2023 - 2032, diverifikasi jenis tanah pada
areal PT Panambangan yaitu podsolik, kambisol distrik, gleisol distrik, renzina,
kambisol eutrik dan tidak terdapat jenis tanah atau kawasan lindung berupa
areal ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan
verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
5. | Verifier Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
3.1.5
Bobot 2
NILAI BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6
KINERJA
Ringkasan a) Pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, terdapat
Justifikasi aktifitas pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat,

diantaranya :

1. Berdasarkan Laporan Pemetaan Konflik PT Panambangan Tahun 2024
yang didukung dengan data konflik tim sosial, teridentifikasi perladangan
masyarakat Desa Tepian Langsat seluas 10 Ha.

2 Berdasarkan wawancara dengan Aji Mulyanto (Sekdes Baay), Sulaiman
(Ketua Adat Desa Baay), dan Firmansyah (Tokoh masyarakat Baay),
diketahui masih terdapat perburuan Kancil, Rusa, Payau, dan Babi
menggunakan senapan angin dan jerat. Penangkapan ikan juga dilakukan
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menggunakan jaring. Begitupun berdasarkan keterangan dari Pak Haneli
(Mantan Sekdes Tepian Langsat). Sementara itu, hasil wawancara
dengan Rodi Saputra (Kades Tebangan Lembak) perburuan satwa yang
masih terjadi oleh masyarakatnya hanya jenis Kancil. Beliau mengatakan
jika kegiatan perburuan satwa sudah merupakan budaya masyarakat.

b) Desa binaan PT Panambangan diantaranya : Desa Baay, Tepian Langsat,
dan Tebangan Lembak. Dalam upaya mendapatkan pengakuan keberadaan
kawasan lindung, PT Panambangan telah mengadakan sosialisasi kawasan
lindung yang terpadu dengan sosialisasi RKT. Pada tahun 2024 sosialisasi
diadakan kepada masyarakat Desa Baay dan Tepian Langsat, sementara itu
tahun 2025 pada Desa Baay, Tebangan Lembak, dan Tepian Langsat.

c) Kegiatan sosialisasi pada tahun 2025 menghasilkan output berupa BA
Kesepakatan Kerjasama Menjaga Kawasan Lindung yang ditandatangani
oleh petinggi Desa Tepian Langsat, Desa Baay, dan Desa Tebangan
Lembak.

6. | Verifier Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL
3.1.6 dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH
Bobot 1
NILAI SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2
KINERJA
Ringkasan a) PBPH PT Panambangan telah membuat dan melaporkan hasil kegiatan
Justifikasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara elektronik melalui

website SPEED/SIMPEL setiap semester selama periode 18 bulan terakhir.
Pelaporan telah dilakukan sesuai tata waktunya.

b) Pengelolaan kawasan lindung PBPH PT Panambangan mengacu pada
Standar Prosedur Operasi (No. Keling-02/PNB/20 Tanggal 10 Maret 2020,
Revisi 01). Laporan pengelolaan kawasan dilindungi yang tersedia
mencakup kegiatan :

- Pemasangan plang nama kawasan lindung, penandaan batas sempadan
sungai, dan pemasangan signboard himbauan kawasan lindung

- Patroli dan perondaan dengan ketersediaan Laporan Fire Danger Rating
(FDR) / Rasio Bahaya Kebakaran Harian; Laporan Bulanan Pengendalian
Karhutla (via SIPONGI); dan Jurnal/laporan harian security

- ldentifikasi gangguan di kawasan lindung : Laporan Pemetaan Konflik
Tahun 2024 dan Laporan Patroli Fire and Safety (2x/bulan)

- Penanaman dan pengayaan kawasan lindung di Kebun Benih dan
Sempadan Sungai Bayanak

a) Laporan pengelolaan kawasan lindung yang belum tersedia sesuai tata
ruang areal AMDAL dan rencana pengelolaan yakni : Laporan pengelolaan
kawasan lindung di Bufferzone Hutan Lindung, KPPN, KPSL, dan HCV (High
Conservation Value).

Nilai Kinerja

(17 /21) x 100% = 80,95% = BAIK

Indikator
Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan
1. | Verifier Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis
3.21 gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau
penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau
jenis gangguan lain yang teridentifikasi
Bobot 1

Halaman 30 dari 66




) 2
y.
O

Trustinde Certification

vV KAN

Komite Akreditasi Nasional

LPVI-017-IDN

F1-02.15 Rev.1

NILAI SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2
KINERJA
Ringkasan Potensi gangguan hutan di areal PT Panambangan diantaranya : perambahan
Justifikasi kawasan hutan; pemanenan/penebangan tanpa izin; serta pencegahan dan
pemadaman kebakaran. Selain itu jenis gangguan lain yang berpotensi terjadi di
areal PBPH PT Panambangan yaitu perburuan satwa liar dan hama penyakit
tanaman.
PBPH PT Panambangan telah menyusun dan menetapkan prosedur untuk
mencegah dan menangani gangguan hutan dan mengacu pada aturan terkait,
diantaranya ditunjukkan pada tabel berikut.
No. Prosedur Keterangan
A. Perambahan Kawasan
1. SPO Perlindungan dan Rujukan belum terkini : PermenLHK No. 8
Pengamanan Hutan, No. tahun 2021 tentang tata hutan dan
Keling-26/PNB/20, Tanggal penyusunan rencana pengelolaan hutan,
10 Maret 2020, Revisi 02. serta pemanfaatan hutan di hutan lindung
dan hutan produksi.
2. SPO Pengendalian Rujukan : UU No. 5 tahun 1990 tentang
Perladangan Liar, No. Keling- | KSDAE (belum update menjadi UU No. 32
24/PNB/20, Tanggal 10 April | tahun 2024; PP No. 45 tahun 2004 tentang
2020, Revisi 1. Perlindungan Hutan (belum update PP No.
60 tahun 2009); dan Peraturan Menteri
Kehutanan No. 39 tahun 2013.
B. Pemanenan atau penebangan tanpa izin
1. SPO Perlindungan dan Lengkap
Pengamanan Hutan, No.
Keling-26/PNB/20, Tanggal
10 Maret 2020, Revisi 02.
2. SPO Pengendalian Rujukan lainnya : PermenLHK No. P.32
Penebang Liar, No. Keling- tahun 2016 tentang Pengendalian Karhutla
23/PNB/20, Tanggal 10 April | (rujukan tidak tepat)
2020, Revisi 02.
C. Pencegahan dan pemadaman kebakaran
1. SPO Pengendalian Prosedur belum menjelaskan teknis
Kebakaran Hutan, No. Keling- | penanganan pasca kebakaran, mekanisme
25/PNB/20, Tanggal 10 April | pelaporan (melalui website SIPONGI),
2020, Revisi 02. teknis pemantauan hotspot, dan
5 SPO Perlindungan dan p:gw;/rllg;an peringkat bahaya kebakaran
Pengamanan Hutan, No. ( )-
Keling-26/PNB/20, Tanggal
10 Maret 2020, Revisi 02.
E. Hama dan penyakit tanaman
1. SPO Monitoring Hama dan Prosedur menjelaskan terkait sistem
Penyakit Tanaman, No. RND- | pengamatan, penentuan plot, prosedur
001/PNM/23, Tanggal 30 monitoring, frekuensi pengamatan, dan
April 2023, Revisi 00. mekanisme pelaporan.
Sumber : Prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan PT Panambangan
2. | Verifier Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai
3.2.2 ketentuan
Bobot 1
NILAI BURUK/ Nilai Aktual : 1x1=1
KINERJA
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Ringkasan a) Keberadaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang
Justifikasi dimiliki PBPH PT Panambangan saat audit Penilikan Ke-1 (2025) meliputi:
Jenis Gangguan Hutan Sarana Prasarana yang disediakan
Pencegahan dan Sarana prasarana karhutla sesuai Daftar
Pengendalian Kebakaran Peralatan Pemadam PT Panambangan Per
Hutan Februari 2025 dan pengecekan lapangan :
Gepyok 8 unit, Sekop 5 unit, Garu Tajam 6
unit, Garu Pacul 4 unit, Flapper 4 unit, Kapak
Dua Fungsi 4 unit, Selang 20 unit, Pompa
Jinjing 1 unit, Nozzle 2 unit, Obor Sulut Tetes 1
unit, dan Pompa Punggung 5 unit.
Sarpras dalkarhutla belum lengkap sesuai
dengan aturan penyediaan untuk 1 regu inti
(15 orang) PermenLHK P.32 tahun 2016,
belum tersedia perlengkapan pribadi,
perlengkapan regu, alat transportasi regu, dan
lainnya (persentase ketersediaan 32,68%).
Perambahan/okupasi lahan PT Panambangan menyediakan sarana
hutan, pencurian kayu, prasarana pengamanan hutan/security secara
perladangan berpindah, hama | memadai sesuai kebutuhan dan jumlah
dan penyakit tanaman, dan personil, diantaranya Radio Rig 1 unit, Radio
gangguan terhadap flora- HT 4 unit, Mess 2 unit, Baju seragam 9 unit,
fauna dilindungi Tongkat T / Baton 1 unit, Peluit 9 unit, dan
lainnya.
b) Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi sarana prasarana dalkarhutla
maupun security berfungsi dengan baik.
3. | Verifier Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan
3.23 pemanfaatan teknologi
Bobot 1
NILAI BURUK/ Nilai Aktual : 1x1=1
KINERJA
Ringkasan a) Dukungan SDM perlindungan dan pengamanan hutan PBPH PT
Justifikasi Panambangan saat ini, terdiri dari :
No. | Unit Kerja Perlindungan Jumlah Personil Personel
dan Pengamanan Hutan Certified
1. | Brigade Pengendalian
Kebakaran Hutan dan
Lahan
- Regu Inti Dalkarhutla 2 Regu (11 orang/regu) 1 orang
Dalkarhutla karyawan)
- Regu Perbantuan Perwakilan masyarakat
Dalkarhutla / Desa Kraitan (Tidak ada
Masyarakat Peduli Api MoU / tidak dapat
(MPA) divalidasi)
2. | Security 9 orang 8 orang
b) Keberadaan personel terlatih bidang dalkarhutla dinilai tidak memadai.
Sebagian besar personil dalkarhutla tidak memiliki sertifikat kompetensi
dalkarhutla Manggala Agni dari Pusdiklat SDM LHK atau dari instansi
berwenang lainnya. Sementara itu keberadaan personel terlatih bidang
pengamanan hutan (satpam) dinilai memadai dengan memiliki sertifikat
kompetensi kualifikasi Gada Pratama. PT Panambangan telah mengadakan
pelatihan internal dalkarhutla sebanyak 1 kali pada periode audit. Selama
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periode audit tidak ada kerjasama pengamanan hutan/patroli terpadu
bersama instansi lainnya (BKO/Babinsa, TNI).

c) Implementasi pemanfaatan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui pelaporan dalkarhutla
dan pemantauan hotspot melalui website SIPONGI. PT Panambangan telah
memiliki drone namun belum digunakan untuk pemantauan
karhutla/groundcheck lapangan. Menara api tidak tersedia secara fungsional.

4. | Verifier
3.24

Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif)

Bobot

2

NILAI
KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan
Justifikasi

a) Selama periode audit, PT Panambangan telah melaksanakan kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan secara preemtif, preventif, maupun
represif, diantaranya :

- Tindakan preemtif, berupa : Sosialisasi kawasan lindung dan
pengamanan hutan yang terpadu dengan sosialisasi RKT kepada
masyarakat; Sosialisasi kepada karyawan melalui safety talk secara rutin;
dan memasang plang-plang perlindungan hutan dengan jumlah yang
cukup dan mewakili areal strategis.

- Tindakan preventif melalui pemantauan hotspot setiap hari dengan satelit
SIPONGI; pemantauan peringkat bahaya kebakaran setiap hari; patroli
setiap hari oleh tim security; penjagaan di pos jaga masuk basecamp 24
jam; penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan; penyediaan
SDM dan sarana prasarana security dan dalkarhutla.

- Tindakan represif, berupa : penyampaian laporan bulanan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan via SIPONGI (baru dimulai bulan November
2023 s.d Maret 2025) dan melakukan identifikasi aktifitas masyarakat di
areal hutan seperti perladangan dan pemanfaatan HHBK (mencari ikan,
berburu, mencari rotan).

b) Kegiatan perlindungan hutan yang belum optimal diantaranya :

1. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung tahun 2024 belum dilaksanakan di
Tebangan Lembak

2. Belum terdapat kesepakatan/MoU pembentukan Masyarakat Peduli Api
pada setiap desa binaan sesuai kewajiban Pasal 40 PermenLHK P.32
Tahun 2016

3. Laporan Tahunan Dalkarhutla (Tahun 2024) belum dilaporkan via
SIPONGI

Nilai Kinerja
Indikator

(8/15) x 100% = 53,33% = BURUK

Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat

pemanfaatan hutan

1. | Verifier Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
3.31 komponen fisik dan kimia
Bobot 1
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NILAI SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2
KINERJA
Ringkasan a) Berdasarkan Dokumen RKL dan RKL PT Panambangan Tahun 1995, dampak
Justifikasi besar dan penting terhadap tanah dan air yang berpotensi terjadi akibat
kegiatan pemanfaatan hutan di areal PT Panambangan adalah erosi, longsor,
dan sedimentasi. Selama periode 2 tahun terakhir, tidak terdapat revisi
ataupun penambahan terhadap prosedur pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap komponen fisik dan kimia, diantaranya sebagai berikut.
No. Kegiatan Prosedur Keterangan
1. Pengukuran SPO Pengukuran Data Prosedur telah
curah hujan Curah Hujan, No. Keling- | mencantumkan
17/PNB/20, tanggal 10 acuan/referensi peraturan
Maret 2020, Revisi 02. terkait, namun acuan yang
digunakan untuk penyusunan
prosedur pembangunan dan
pengolahan data SPAS
sehingga tidak tepat.
2. Pemeliharaan | SPO Pemeliharaan Prosedur tidak menjelaskan
tanaman Tanaman periode kegiatan
Pengayaan/Rehabilitasi, pemeliharaan tanaman,
No. Binhut-03/PNB/20, hanya menjelaskan kegiatan
Tanggal 10 Maret 2020, pemeliharaan berupa
Revisi 02. penyulaman, penyiangan,
pendangiran dan pemupukan.
3. Pemantauan | SPO Pemantauan Prosedur belum
kualitas air Kualitas Fisik Kimia Air mencantumkan
sungai Sungai, No. Keling- acuan/referensi PP RI No. 22
14/PNB/20, Tanggal 10 Tahun 2021 tentang
Maret 2020, Revisi 01. Penyelenggaraan
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
4, Pengukuran SPO Pengukuran
debit air Kecepatan Air Sungai,
sungai No. Keling-20/PNB/20,
Tanggal 10 Maret 2020,
Revisi 01.
5. Pengukuran SPO Pengukuran Prosedur telah
sedimentasi Pengolahan Data mencantumkan
sungai Sedimen, No. Keling- acuan/referensi peraturan
19/PNB/20, Tanggal 10 terkait, namun acuan yang
Maret 2020, Revisi 02. digunakan untuk penyusunan
prosedur pembangunan dan
pengolahan data SPAS
sehingga tidak tepat.
6. Pengukuran 1. SPO Pemantauan Prosedur telah
erosi tanah Erosi Tanah, No. mencantumkan
Keling-13/PNB/20, acuan/referensi peraturan
Tanggal 10 Maret terkait, namun acuan yang
2020, Revisi 01. digunakan untuk penyusunan
2. SPO Pengukuran prosedur pembangunan dan
Data Erosi Tanah, pengolahan data SPAS
No. Keling- sehingga tidak tepat.
18/PNB/20, tanggal
10 Maret 2020,
Revisi 02.
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b) PT Panambangan memiliki prosedur terkait penanganan limbah B3 yang
telah mengacu ke aturan PP RI No. 22 Tahun 2021, yakni SPO Pedoman
Penanganan & Pengelolaan Limbah B3, No. HSE-009/PNM/23, Tanggal 30
April 2023, Revisi 00.

c) SOP pengelolaan dan pemantauan dampak fisik-kimia PT Panambangan
dinilai belum lengkap sesuai dampak yang teridentifikasi dalam AMDAL,
yakni belum memiliki prosedur pengukuran suhu dan kelembaban udara,
pengelolaan limbah domestik, pengukuran tinggi muka air sungai dan debit
sungai, dan prosedur pemantauan kualitas tanah.

2. | Verifier Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan

3.3.2 dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah
B3 yang didukung dengan SDM yang memadai

Bobot 1
NILAI SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2
KINERJA
Ringkasan a) Keberadaan sarana prasarana untuk pengelolaan dan pemantauan dampak
Justifikasi fisik-kimia dan limbah B3 ditunjukkan pada tabel berikut :

No.

Sarana Prasarana

Lokasi dan Kondisi

A.

Komponen Fisik

1.

Pengukur curah hujan
(ombrometer)

Basecamp KM 70 dan Nursery (0°59'15,732” N
117°25’48,978” E). Berfungsi dengan baik

Pengukur suhu dan
kelembaban udara
(higrometer)

Posko Dalkarhutla (1°0°17,592” N
117°26'43,602” E). Berfungsi dengan baik

Pengukur tinggi muka
air sungai (TMAS)

Sungai Bayanak (0°59'20,76” N
117°25'49,344” E). Berfungsi dengan baik

Stik erosi

Blok RKT 2024 (1°1°1,908” N 117°26°47,232”
E). Berfungsi dengan baik. Belum dipasang stik
erosi blok RKT 2025 (pra penebangan)

TPA Sampah Organik
dan Anorganik

(Koordinat 1°0°'7,242” N 117°26’41,832” E)

- Dibuat 2 lubang yang memisahkan antara
sampah organik dan anorganik

- Sampah anorganik sudah penuh (meluber),
belum ada pengelolaan lanjutan/ditimbun

Lubang sampah organik bercampur dengan
anorganik

TPS Limbah B3

Basecamp KM 61 (1°0°10,44” N
117°26°45,948” E). Kondisi Baik.

- Bangunan sesuai standar (lantai kedap
cairan melalui cor semen, dibuatkan parit-
parit yang mengarah ke oiltrap). Bangunan
dilengkapi rambu-rambu dan eyewasher.

Gudang
Pupuk/Pestisida

Basecamp Km 70.

Gudang pestisida sudah baik, lantai dilapisi
palet kayu. MSDS tersedia namun tidak terlihat
dan tidak lengkap sesuai kategorinya

Halaman 35 dari 66




o /

N

Trustinde Certification

VKAN

O PVIL017.1DN F1-02.15 Rev.1

Gudang pupuk belum tersedia. Pupuk
diletakkan diluar camp dengan lantai palet
kayu dan ditutupi terpal (Gudang sementara).

8. Gudang Genset Basecamp Km 70. Lantai sudah di cor beton
dan bangunan tertutup. Lantai dibuat parit-
parit dan dilengkapi oiltrap. Belum ada sarana
pembersihan ceceran/tumpahan BBM (sekam,
serbuk gergaiji, kain majun, pasir dan lainnya).

B. Komponen Kimia

1. Kualitas air secara Uji laboratorium tiap semester di Anak Sungai
laboratorium Baay Inlet dan Outlet.

2. Kualitas tanah secara Uji laboratorium tiap semester. Lokasi
laboratorium pemantauan di Blok | (131).

b) Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak didukung oleh
personel PBPH, berupa 1 (satu) personil GANISPH BINHUT dan 6 personil
kelola lingkungan (Divisi HSE - Health, Safety, and Environment). GANISPH
BINHUT berada di bagian Asisten Plantation sehingga tidak melaksanakan
kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai dengan fungsi
kompetensinya. Oleh sebab itu, ketersediaan SDM yang kompeten dalam
kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak fisik-kimia belum ada.

3. | Verifier Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen

3.33 fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen
lingkungan

Bobot 2
NILAI SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4
KINERJA
Ringkasan Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan
Justifikasi pemantauan terhadap komponen dampak fisik-kimia di areal PBPH, diketahui PT

Panambangan telah melaksanakan pengelolaan berupa :

1. Membuat saluran drainase berupa jembatan dan gorong-gorong di jalan
hutan

2 Pembuatan sedimen pond pada beberapa lokasi dan parit-parit yang dibuat
sebagai aliran air

3. Penanaman di areal bekas jalan angkutan (masuk areal kebun benih
1°1°35,148” N 117°27°20,118” E)

4. Membentuk bagian perlindungan hutan dan lingkungan berupa personil HSE
(Health, Safety, and Environment)

5. Pengelolaan limbah B3 melalui pembangunan TPS Limbah B3, mengurus izin
pendirian TPS Limbah B3 melalui PTPS-KLHK online, dan sedang dalam
proses kerjasama dengan pihak ketiga pengangkut LB3.

Kegiatan pemantauan dampak fisik kimia yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pemantauan erosi tanah dilakukan 6 bulan sekali. Tidak tersedia data
pemantauan erosi di blok RKT 2025.

2. Pemantauan kualitas tanah dengan parameter sedimentasi (TSS) tiap
semester. Lokasi pemantauan di Blok | (131).

3. Pemantauan suhu, kelembaban, dan curah hujan secara lengkap

4. Pemantauan kualitas air sungai tiap semester di Anak Sungai Baay Inlet dan
Outlet

5. Pemantauan limbah B3 (neraca limbah) pada bulan Januari 2025. Belum

melakukan monitoring neraca limbah B3 via SIMPEL-SPEED
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Nilai Kinerja
Indikator

(8/12) x 100% = 66,67% = SEDANG

Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang

(rare), terancam punah (threatened) dan endemik

1. | Verifier Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
3.41 langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
Bobot 1
NILAI SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2
KINERJA
Ringkasan Selama periode 18 bulan terakhir, tidak terdapat perubahan prosedur identifikasi
Justifikasi flora dan fauna dilindungi, yakni :

1. SPO Inventarisasi Flora Langka, Jarang dan Terancam Punah. No. Keling-
05/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Rev. 02.

2 SPO Inventarisasi Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah. No. Keling-
04/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Rev. 02.

3 SPO Identifikasi Flora Langka, Jarang dan Terancam Punah. No. Keling-
0/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Rev. 02.

4. SPO ldentifikasi Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah. No. Keling-
08/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Rev. 2.

Prosedur diatas belum merujuk/mengacu pada aturan yang berlaku :

1. Pada SPO Identifikasi Flora Langka, Jarang dan Terancam Punah belum
mencantumkan acuan PerMenLHK No.
P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 terkait jenis tumbuhan dan satwa yang
dilindungi

2 Seluruh prosedur belum merujuk pada :

- PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.
SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang
Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Dalam Areal Kerja PBPH
- Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022
tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan
di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
2. | Verifier Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
3.4.2 langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
Bobot 2
NILAI SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4
KINERJA
Ringkasan Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dibandingkan dengan
Justifikasi prosedur/ teknis yang dipersyaratkan, diantaranya :
No. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
1. | Laporan Identifikasi - Teknis identifikasi flora menggunakan metode
Flora dan Fauna PT jalur berpetak, namun tidak tersedia data hasil
Panambangan Periode identifikasi pada setiap strata tegakan (semai,
Tahun 2024. pancang, tiang, pohon).
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- ldentifikasi fauna dilakukan pada kategori
Mamalia, Aves, dan herpetofauna dengan metode
transek jalur

- Tidak dijelaskan lokasi bertemu satwa tersebut
dan aktifitasnya

2. | Kajian Distribusi - Teknis identifikasi flora menggunakan metode
Populasi dan Kualitas jalur berpetak dan tersedia data hasil identifikasi
Habitat Orangutan di pada setiap strata tegakan (semai, pancang, tiang,
Kawasan HTI PT pohon).

Panambangan Tahun
2023 d - ldentifikasi satwa berfokus pada Orangutan, tidak

tersedia data identifikasi jenis satwa lainnya.
Teknis identifikasi Orangutan menggunakan
metode Rapid Survey Drone.

3. | Verifier Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
343 langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
Bobot 2
NILAI SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4
KINERJA
Ringkasan Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
Justifikasi langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sebagian tidak

lengkap, diantaranya tidak tersedia :
- Data identifikasi flora pada setiap strata tegakan tahun 2024

- Data inventarisasi populasi flora dan fauna dilindungi sampai dengan Indeks
Keanekaragaman Jenis (H’) tahun 2024

- Data status perlindungan flora dilindungi tahun 2024 sesuai PermenLHK No.
P.106 tahun 2018, Appendices CITES, dan IUCN Red List

- Lampiran rekaman foto berkoordinat flora dan fauna dilindungi yang
ditemukan

Nilai Kinerja
Indikator

(10/15) x 100% = 66,67% = SEDANG

Indikator 3.5 :
Pengelolaan flora dan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

(kawasan yang dilindungi dan ABKT)

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan
terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi

1. Verifier 3.5.1

Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan PT Panambangan telah menyediakan prosedur dalam kegiatan pengelolaan
Justifikasi flora dan fauna yang dilindungi, yakni :

1. SPO Pengelolaan Flora Langka/Dilindungi, No. keeling-07/PNB/20,
tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.
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2. SPO Pengelolaan Satwa Liar Langka/Dilindungi, No. Keling-06/PNB/20,
Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.
Sesuai dengan SK Persetujuan RKUPH PBPH Periode Tahun 2023 - 2032
PT Panambangan, diketahui PT Panambangan wajib : Melakukan
perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi dengan melakukan
kegiatan antara lain monitoring pergerakan satwa, monitoring populasi,
penerapan konsep berbagi ruang (living harmony), pengamanan dan
perlindungan satwa dan habitatnya, pembinaan habitat, sosialisasi koridor,
edukasi konservasi dan peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan
satwa liar dilindungi. Dalam prosedur belum dijelaskan mekanisme/teknis
kegiatan dari kewajiban diatas.
Prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi belum merujuk aturan
berikut :

- PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa

- Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/ HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober
2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal
Kerja PBPH.

- Intruksi MenLHK No. Ins.1/MenLHK/ Setjen/Kum.1/6/2022 tentang
Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar
Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan.

- SOP No. SOP.1/KSDAE/SET.3/ KSA.2/12/2022 tentang Perlindungan
Satwa Liar di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan.

2. Verifier 3.5.2

Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan PBPH PT Panambangan telah melaksanakan beberapa kegiatan pengelolan
Justifikasi flora dan fauna dilindungi, diantaranya :

Pembinaan habitat melalui penataan batas kawasan lindung,
pemasangan plang, patroli areal kerja

Identifikasi flora dan fauna dilindungi (data tidak lengkap, merujuk
verifier 3.4.2 dan 3.4.3)

Alokasi jalur lintas satwa dan koridor satwa
Monitoring distribusi populasi Orangutan dan kualitas habitat Orangutan
Pembentukan Satgas Orangutan dan Pelatihannya

Pengelolaan fauna dilindungi sebagian belum sesuai dengan prosedur,
diantaranya belum melaksanakan :

1. Penandaan pohon dilindungi

2. Penyediaan bibit jenis dilindungi di persemaian

3. Pemasangan plang jenis-jenis flora dan fauna dilindungi

4. Monitoring pergerakan satwa dan monitoring populasi satwa liar

3. Verifier 3.5.3

Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan a) PBPH PT Panambangan telah mengalokasikan arealnya untuk
Justifikasi perlindungan habitat flora dan fauna yang dilindungi, yakni KPPN untuk

perlindungan plasma nutfah, KPSL sebagai areal pelestarian satwa dan
koridor satwa, Kebun benih sebagai areal pelestarian pohon induk,
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b)

Hutan Lindung Kraitan dan Hutan Karst sebagai habitat satwa endemik,
termasuk jenis Orangutan.

Pada areal kawasan lindung PT Panambangan, diketahui masih
teridentifikasi adanya gangguan terhadap habitat dan kondisi flora dan
fauna dilindungi :

1. Berdasarkan Laporan Pemetaan Konflik PT Panambangan Tahun
2024 yang didukung dengan data konflik tim sosial, teridentifikasi
perladangan masyarakat Desa Tepian Langsat seluas 10 Ha, namun
belum ada identifikasi lebih lanjut terhadap masyarakat ini. Selain itu,
sebagian masyarakat desa memanfaatkan kayu didalam areal kerja
yang umumnya berasal dari Desa Tepian Langsat.

2 Berdasarkan wawancara dengan Aji Mulyanto (Sekdes Baay),
Sulaiman (Ketua Adat Desa Baay), dan Firmansyah (Tokoh
masyarakat Baay), diketahui masih terdapat perburuan Kancil, Rusa,
Payau, dan Babi menggunakan senapan angin dan jerat.
Penangkapan ikan juga dilakukan menggunakan jaring. Begitupun
berdasarkan keterangan dari Pak Haneli (Mantan Sekdes Tepian
Langsat). Sementara itu, hasil wawancara dengan Rodi Saputra
(Kades Tebangan Lembak) perburuan satwa yang masih terjadi oleh
masyarakatnya hanya jenis Kancil. Beliau mengatakan jika kegiatan
perburuan satwa sudah merupakan budaya masyarakat.

Nilai Kinerja
Indikator

(10/15) x 100% = 66,67% = SEDANG

4. ASPEK SOSIAL

Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah
masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal

PBPH Hutan Produksi.

1. Verifier 4.1.1

Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal
kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan PT Panambangan memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak
Justifikasi dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi

areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif meliputi :

1.

Standar Operating Procedures (SOP) Identifikasi Hak-hak Dasar
Masyarakat Adat/Masyarakat Setempat No. Dokumen
022/SOP/PNB/2024 Revisi 2 tanggal 12 April 2024.

Standar Operating Procedures (SOP) Akses Masyarakat Terhadap Hutan
No. 024/SOP/PNB/2024 Revisi 2 tanggal 12 April 2024.

Standar Operating Procedures (SOP) Pembuatan Perjanjian dengan
Masyarakat Adat/Masyarakat Setempat No. Dokumen
010/SOP/PNB/2024 Revisi 2 tanggal 24 Januari 2024.

Standar Operating Procedures (SOP) Tata Batas Kawasan Konsesi
dengan Kawasan Masyarakat Adat/Masyarakat Setempat Secara
Partisipatif No. Dokumen : 011/SOP/PNB/2024 Revisi 2 tanggal 10
Februari 2024.

PT Panambangan telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-
hak dasar masyarakat serta deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas
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secara partisipatif sesuai data diatas, seluruhnya telah mengacu kepada
peraturan yang terbaru, diantaranya PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan
PermenLHK No. 9 Tahun 2021.

2. Verifier 4.1.2

Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan PBPH PT Panambangan memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil
Justifikasi pelaksanaan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang,tertuang dalam :

« RKUPH PTPNB Periode Tahun 2023-2032 dengan Nomor Pengesahan
SK. 4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/ 2023 tanggal 26 April 2023

« Dokumen RKTPH Tahun 2023, telah diterbitkan secara self approval
disetujui oleh Direktur dengan No. 40/01/RKT/KPTS-DIR/V/2023 tanggal
30 Mei 2023.

o« Dokumen RKTPH Tahun 2024 telah diterbitkan secara self approval
disetujui oleh Direktur dengan No. 03/01/RKT/KPTS-DIR/I/2024 tanggal 6
Januari 2024.

o Dokumen RKTPH Tahun 2025 telah diterbitkan secara self approval
disetujui oleh Direktur dengan No. 01/01/RKT/KPTS-DIR/I/2025 tanggal
31 Desember 2024.

« Laporan Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK) PT Panambangan Tahun 2023-2024.

« Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) pada
Wilayah PBPH PT Panambangan Tahun 2023..

o Laporan Pemetaan Sosial PT Panambangan Tahun 2024

PT Panambangan telah memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi

keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat

setempat namun belum seluruhnya sesuai prosedur, diantaranya belum
tersedia laporan hasil identifikasi hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan

Prosedur Identifikasi Keberadaan dan Hak-hak Dasar Masyarakat

Adat/Masyarakat Setempat No. Dokumen : 022/SOP/PNB/2024.

3. Verifier 4.1.3

Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat sesuai prosedur

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6

Ringkasan a) PBPH PT Panambangan telah membuat peta deliniasi areal PBPH yang
Justifikasi dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

secara lengkap.
b) Sampai dengan saat audit bulan Maret 2025, delineasi dan penandaan
batas secara partisipatif telah mencapai 93,29%
c) Hasil pelaksanaan kegiatan penandaan batas partisipatif, telah dilakukan.
d) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan telah ada penandaan batas
terhadap lokasi pemanfaatan HHBK dan batas wilayah desa di dalam
areal.
- Penandaan lokasi pemanfaatan HHBK di akses jalan dan blok RKT
2023 dan RKT 2024 terdapat 5 titik pada koordinat :
= X 1.00171Y 117.446445
= X 551308,239 Y 116608,841
= X551362,479 Y 116621,859
= X 548004,487 Y 109131,132
= X 543407,147 Y 11990,743.
- Batas wilayah antara Desa Baay dan Desa Tepian Langsat pada
koordinat X 543615,507 dan Y 112074,621.
PT Panambangan telah melakukan kegiatan delineasi dan penandaan batas
secara partisipatif terhadap areal yang telah dikuasai oleh masyarakat
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(perladangan, batas wilayah desa, lokasi pemungutan HHBK) dengan
pencapaian sebesar 93,29%

Nilai Kinerja
Indikator

(11/12)x100 % = 91,67% = BAIK

Indikator 4.2 :

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan

terukur

1. Verifier 4.2.1

Tersedia laporan pemetaan potensi konflik

Bobot 2

NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1 x2 =2

Ringkasan a) PBPH PT Panambangan telah menyusun laporan pemetaan potensi
Justifikasi konflik di areal PBPH nya, namun belum secara periodik setiap 6 (enam)

bulan sekali. Laporan yang tersedia adalah dokumen tahunan yaitu tahun

2023 dan tahun 2024 dan belum dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi,

BPHL dan Dirjen PHL. Bukti pelaporan yang tersedia adalah ke Badan

Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 21 April 2025 (tidak

sesuai tata waktu).

b) Selama periode audit Tahun 2023-2025, terdapat data potensi konflik
berupa :
Peta Lokasi Potensi Rawan Konflik Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu PT Panambangan
Peta Areal Penguasaan Lahan oleh Pihak Lain Skala 1 : 15.000
Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2023
Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2024
c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud
point b), diketahui laporan dibuat :

- Tidak mencakup seluruh potensi konflik yang ada dimana belum
mencakup potensi konflik pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan
belum mencakup potensi konflik dengan Masyarakat Desa Baay dan
Desa Tebangan Lembak.

- Belum dapat menjelaskan status konflik di tingkat kasus, tingkat
desa dan tingkat PBPH serta belum terdapat penjelasan terkait
rencana resolusi konflik yang akan dijalankan.

PT Panambangan telah menyusun laporan pemetaan potensi dan resolusi
konflik namun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan, dimana
penyusunan laporan belum dilakukan per semester, belum mencakup
seluruh potensi konflik dan desa terkait serta belum melaporkan ke seluruh
dinas terkait.

2. Verifier 4.2.2

Tersedia mekanisme resolusi konflik

Bobot 1

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan a) PBPH PT Panambangan telah memilki dokumen prosedur terkait
Justifikasi mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan

masyarakat di areal PBPH tertuang dalam :

= Standar Prosedur Operasional Resolusi Konflik No. Dokumen :PMDH-
06/PNB/19 Rev.1 tanggal 10 Maret 2020

= Standar Prosedur Operasional Mekanisme Penyelesaian Konflik
dengan masyarakat No.Dokumen : PMDH-07/PNB/19 Rev.1 tanggal
10 Maret 2020

= Standar Prosedur Operasional Perlindungan dan Pengamanan Hutan
No. Dokumen : Keling-26/PNB/20 Revisi 02 Tanggal 10 Maret 2020
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= Standar Prosedur Operasional Pengendalian Penebang Liar No.
Dokumen : Keling-23/PNB/20 Revisi 2 Tanggal 10 April 2020
» Standar Prosedur Operasional Pengendalian Perladangan Liar No.
Dokumen : Keling-24/PNB/20 Revisi 1 Tanggal 10 April 2020
b) Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen prosedur resolusi konflik
sesuai dimaksud butir a) :
Belum seluruhnya mengacu pada peraturan yang berlaku.
Telah disosialisasikan kepada sebagian para pihak (Desa Baay).
Belum disepakati oleh para pihak terkait.
PT Panambangan telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang
mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, belum seluruhnya mengacu
pada peraturan yang berlaku dan belum ada kesepakatan dengan para pihak.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan
pendanaan
Bobot 1
NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2 X1=2
Ringkasan a) PBPH PT Panambangan telah membentuk kelembagaan untuk
Justifikasi penanganan konflik, sesuai dengan 2. Surat Keputusan Direktur
Utama PT Panambangan No. 03/PNB/SKPHPL/IV/2024 tentang
Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT Panambangan
Tanggal 2 Januari 2024.
b) Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik PT
Panambangan belum tersedia.
Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) :
= Telah melibatkan para pihak terkait; dan
= Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak telah terdeskripsi secara
jelas.
PT Panambangan memiliki lembaga penanganan resolusi konflik yang
melibatkan para pihak, telah dilengkapi dengan Job Describtion masing-
masing pihak namun pada periode tahun 2023-2024 belum didukung dengan
pendanaan sesuai kebutuhan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
Bobot 1
NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1 x1 =1
Ringkasan PBPH PT Panambangan belum menetapkan rencana resolusi konflik di
Justifikasi areal PBPH nya.
Verifier 4.2.5 Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
Bobot 2
NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x2 =2
Ringkasan a) Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH selama
Justifikasi periode audit bulan Maret 2023- 2025, meliputi : tidak ada
b) Pencapaian penanganan/penyelesaian konflik di areal PBPH PT
Panambangan sampai dengan saat audit : tidak ada
c) Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) : tidak ada
pelaporan ke dinas terkait.
PT Panambangan belum memiliki dokumen penanganan konflik secara
terukur dan tidak melaporkan ke dinas terkait.
Nilai Kinerja (9/21)x100 % =42,86% = BURUK
Indikator

Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
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1. Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh
aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.

Bobot

1

NILAI KINERJA

BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan
Justifikasi

a) PBPH PT Panambangan melakukan kegiatan pendataan masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PBPH PT
Panambangan yang tertuang dalam :

Data tenaga kerja lokal PT Panambangan Tahun 2023 sd. 2025
Data kesepakatan dengan Masyarakat Desa Baay dan Desa
Tebangan Lembak terkait Program Kelola Sosial Tahun 2023-2025
Data masyarakat penerima bantuan tahun 2023 dan 2024

Data masyarakat yang berladang dan mencari HHBK di dalam areal
PT Panambangan

Peta Sebaran Desa Tahun 2025

Laporan Pemetaan Sosial (Social Mapping) Tahun 2024

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud
butir a) :

Data dan informasi telah seluruhnya diperbaharui

Keberadaan masyarakat desa yang terdampak tertuang dalam
Laporan Pemetaan Sosial (Social Mapping) PT Panambangan Tahun
2024

PT Panambangan memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat,

tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan operasional Perusahaan secara
lengkap.

Verifier 4.3.2

Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

Bobot

1

NILAI KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan
Justifikasi

a) PBPH PT Panambangan telah menetapkan kebijakan atau prosedur
terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen :
= Standar Prosedur Operasi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No.
Dokumen : PMDH-04/PNB/19 Rev.1 tanggal 10 Maret 2019

= Standar Prosedur Operator Akses Masyarakat Terhadap Hutan No.
Dokumen : PMDH-03/PNB/19 Rev.1 tanggal 10 Maret 2019

= Standar Operating Procedures (SOP) Pembuatan Perjanjian dengan
Masyarakat Adat/Masyarakat Setempat No. Dokumen :
010/SOP/PNB/2024 Revisi 2 tanggal 24 Januari 2024.

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a),
dinilai belum mencakup seluruh masyarakat setempat.

c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat desa bina
binaan masing-masing dengan :

Sekretaris Desa Baay

Kepala Desa Tebangan Lembak

Tokoh Masyarakat Desa Tepian Langsat
diperoleh informasi bahwa program kelola sosial telah disosialisasikan,
namun belum ada kesepakatan terkait program ekonomi yang akan
dijalankan.

Verifier 4.3.3

Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat

Bobot

1

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x1 =2
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Ringkasan
Justifikasi

a) PBPH PT Panambangan telah menetapkan kebijakan atau prosedur
terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen :
= RKUPH PT Panambangan Periode Tahun 2023 — 2032. Kegiatan
kelola sosial yang menyangkut kegiatan ekonomi yaitu kemitraan
kehutanan bersama masyarakat dan pengembangan usaha
produktif masyarakat.

= RKTPH PT Panambangan Tahun 2023 s.d. 2025.

= Rencana Program CD CSR PT Panambangan Tahun 2023 s.d.
2025.

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a),
dinilai lengkap namun belum terdapat kesesuaian antara dokumen RKT
dan dokumen Rencana CD CSR, terkait dengan jenis kegiatan dan
sasaran program.

c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang
terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-
masing dengan :

- Sekretaris Desa Baay

- Kepala Desa Tebangan Lembak

- Tokoh Masyarakat Desa Tepian Langsat
diperoleh informasi bahwa dalam periode tahun 2023-2025 belum
terdapat program ekonomi produktif yang direncanakan dengan
melibatkan aspirasi masyarakat.

PT Panambangan telah memiliki dokumen rencana pemegang PBPH

mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat

hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tertuang dalam dokumen

RKU, RKT dan Rencana CD CSR, namun belum mengakomodir aspirasi

masyarakat. Dokumen perencanaan yang tertuang dalam RKT dan Rencana

CD CSR belum seluruhnya sesuai.

4, Verifier 4.3.4

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya

Bobot 2
NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1 x2 =2
Ringkasan PT Panambangan telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan
Justifikasi ekonomi produktif masyarakat meliputi :
- Pada periode tahun 2023-2024 tidak ada realisasi kegiatan
ekonomi, sehingga rata-rata 0%.
- Penyerapan tenaga kerja lokal pada periode tahun 2023-2024,
rata-rata sebanyak 8,19%
- Penyerapan kontraktor lokal pada periode tahun 2023-2024 rata-
rata sebesar 29,17%
- Sehingga rata-rata peningkatan ekonomi sebesar 12,45% (<
30%).
PT Panambangan telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan
ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
melalui realisasi kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja lokal dan
penyerapan kontraktor lokal. Dimana pada periode tahun 2023-2024 rata-rata
pencapaian baru sebesar 12,45% (< 30%).
Nilai Kinerja (9/15) X100 % = 60,00 % = SEDANG
Indikator
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Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku

Verifier 4.4.1

Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan
lingkungan Pemegang PBPH

Bobot

2

NILAI KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x2 =4

Ringkasan
Justifikasi

PT Panambangan telah memiliki hasil Identifikasi kebutuhan masyarakat
dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH yang
tertuang dalam :
- Berita Acara Pertemuan dengan Masyarakat Desa Baay Tanggal 21

Juni 2023.

Surat Kesepakatan Bersama antara PT Panambangan dan Pemerintah

Desa Tebangan Lembak No. 003/SKB/PNB/VI1/2024.

Identifikasi kebutuhan masyarakat di Desa Tepian Langsat belum ada.

PT Panambangan telah melakukan sebagian hasil identifikasi kebutuhan
masyarakat dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya
melibatkan masyarakat desa terdampak yaitu dengan Desa Baay dan Desa
Tebangan Lembak.

Verifier 4.4.2

Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan
pemegang PBPH sesuai ketentuan

Bobot

1

NILAI KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x1 =2

Ringkasan
Justifikasi

PT Panambangan memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial
dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas, sasaran di 3
(tiga) desa, terdapat dukungan SDM, sarana prasarana PBPH & anggaran
dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen :
- RKUPH PT Panambangan Periode Tahun 2023 - 2032.
RKTPH PT Panambangan Tahun 2023 — 2025.
Rencana Program CD CSR PT Panambangan Tahun 2023-2025,
perencanaan pada tahun 2023 seluruhnya di Desa Baay, tahun 2024
sebagian besar di Desa Baay dan satu kegiatan di Desa Tebangan
Lembak sedangkan Desa Tepian Langsat belum ada perencanaan.
Hasil wawancara dengan responden di Desa Baay (Sekretaris Desa, Tokoh
Masyarakat dan Ketua Adat) menyatakan bahwa kesepakatan terkait bantuan
dana untuk pembangunan masjid dan transportasi anak sekolah telah
direalisasikan.

PT Panambangan memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan
lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas, dimana sebagian
besar rencana berada di Desa Baay, sedangkan desa lainnya baru sebagian.

Verifier 4.4.3

Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan
lingkungan oleh pemegang PBPH

Bobot

1

NILAI KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan
Justifikasi

PT Panambangan memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab
perusahaan kepada sosial dan lingkungan tertuang dalam :
Standar Prosedur Operasi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No.
Dokumen : PMDH-03/PNB/19 Rev.1 tanggal 10 Maret 2019.
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Standar Prosedur Operasi Pembayaran Dana Kompensasi No.
Dokumen : PMDH-08/PNB/20 Rev 2 tanggal 10 Maret 2020

Standar Operating Procedures (SOP) Pembuatan Perjanjian dengan
Masyarakat ~ Adat/Masyarakat  Setempat No.  Dokumen
010/SOP/PNB/2024 Revisi 2 tanggal 24 Januari 2024.

Prosedur tersebut telah mengakomodir semua prioritas kegiatan
(pembayaran fee kompensasi dan bantuan sosial lainnya) namun prosedur
belum seluruhnya mengacu pada peraturan yang terbaru.

PT Panambangan memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab
perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya
program prioritas dan telah mendapat pengesahan, akan tetapi SOP yang
ada belum seluruhnya merujuk pada peraturan perundangan yang terbaru

4, Verifier 4.4.4

Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan
oleh pemegang PBPH

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2 =4

Ringkasan

Justifikasi PT Panambangan telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat

sekitar dengan bukti :
- Laporan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023 di Desa Baay Kec.
Karangan tanggal 8 Juli 2023
Laporan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023 di Desa Tebangan Lembak
Kec. Bengalon tanggal 11 Juli 2023
Laporan Kegiatan Sosialisasi Terpadu PT Panambangan di Desa Baay
Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2024
Berita Acara Sosialisasi RKT 2024, Kawasan Lindung, Kelola Sosial dan
Visi Misi PT Panambangan Tahun 2024 di Desa Baay pada tanggal 6
Januari 2025.
Berita Acara Sosialisasi RKT 2025 PT Panambangan di Desa Tebangan
Lembak tanggal 19 April 2025.
Berita Acara Sosialisasi RKT 2025 PT Panambangan di Desa Tepian
Langsat tanggal 22 April 2025.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Baay menjelaskan
sosialisasi telah dilakukan secara rutin setiap tahunnnya. Sedangkan di dua
desa lainnya belum terlaksana setiap tahun.
PT Panambangan telah melakukan sosialisasi program tanggung jawab sosial
dan lingkungan kepada masyarakat terdampak, dimana bukti pelaksanaan
selama periode tahun 2023-2025 belum seluruhnya terlaksana (88,89%).

5 Verifier 4.4.5

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang
PBPH

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2 =4

Ringkasan PT Panambangan memiliki rencana kegiatan kelola sosial yang tertuang
Justifikasi dalam Laporan CD CSR PT Panambangan Tahun 2023-2024 dan Tahun 2025

(s.d. Maret).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Baay menyatakan
bahwa bantuan dana pembangunan masjid dan bantuan transportasi sekolah
yang diberikan oleh PT Panambangan telah diterima dengan baik..

PT. Panambangan pada periode tahun 2023-2025 telah merencanakan dan
merealisasikan kegiatan kelola sosial, dimana rata-rata realisasi berdasarkan
kegiatan dan anggaran mencapai 77,42%. Sedangkan pembayaran fee
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kompensasi sebesar 80,57%. Namun bukti pelaporan ke dinas terkait belum
dapat ditunjukkan

Nilai Kinerja
Indikator

(16/24)x100 % =66,67 % = SEDANG

Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1. Verifier 4.5.1

Ketersediaan sarana hubungan industrial

Bobot 1

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan PT Panambangan telah memiliki sarana hubungan industrial terhadap
Justifikasi karyawannya tertuang dalam :

Peraturan Perusahaan

Peraturan perusahaan PT Panambangan periode 2023 - 2025 yang telah
disahkan Kepala Disnakertrans Prov. Kalimantan Timur Nomor
500.15.12.1/4534/B.PHI & JAMSOSTEK/2023 tanggal 22 September
2023 dengan masa berlaku sampai 19 September 2025.

Serikat Pekerja

PT Panambangan belum terdapat Serikat Pekerja, telah tersedia Surat
Keputusan Direktur Utama dengan No.12/V/Adm/12C/2019 tanggal 2 Mei
2019 tentang Pembentukan Serikat Pekerja PT Panambangan. Dokumen
ini menjelaskan bahwa setiap karyawan PT Panambangan berhak
membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Namun hingga audit
berlangsung belum ada pembentukan Serikat Pekerja.

Lembaga Kerjasama Bipartit

PT Panambangan telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang
dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerjasama
Bipartit pada tanggal 12 Maret 2025. Dimana Ketua Umum nya yaitu
Jebby F. Etheim; Ketua Harian : M. Aini Effendi dan M. Iskandaryah;
Sekretaris : Yohanes Ngiso Logha dan Joko Wiyono dan 5 orang anggota.
LKS Bipartit saat ini sedang dalam proses pelaporan n ke dinas terkait
dengan bukti Surat No. 007/PNB/II1/2025 tanggal 24 Maret 2025 ditujukan
kepada Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Timur perihal Permohonan Pengajuan Pencatatan Lembaga Kerjasama
Bipartit Pt panambangan.

Keanggotaan organisasi pengusaha

PT Panambangan telah tercatat sebagai anggota organisasi Asosiasi
Pengusaha Hutan Indonesia, sesuai informasi yang terdapat pada
website APHI : https://www.rimbawan.com dimana PT Panambangan
memiliki nomor urut keanggotaan 240.

Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan

PT Panambangan telah memiliki peraturan perundang-undangan
ketengakerjaan yang diterapkan.

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

PT Panambangan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan pada
Pasal 9 tentang keluhan dan pengaduan. Selain itu mekanisme
penyelesaian perselisihan juga diatur di surat perjanjian kerja antara PT
Panambangan dan Mitra Kerjanya dengan karyawan.

PT Panambangan telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang
legal dan lengkap dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang disepakati para pihak

2. Verifier 4.5.2

Implementasi kebijakan standar jenjang karier.

Bobot

1

NILAI KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
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Ringkasan
Justifikasi

PT Panambangan memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang

dituangkan dalam:

a) Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2023-2025 Pasal 5 tentang
Mutasi, Promosi dan Demosi. dijelaskan mengenai mutasi, promosi
(kriteria yang dipakai dalam mempertimbangkan kenaikan
golongan/kepangkatan) meliputi faktor kepribadian, prestasi kerja,
disiplin dan kepemimpinan, dan menjelaskan tentang demosi.

b) Standar Operating Procedure HRD No. Dokumen : 028-FNH-HRD-SOP
tentang Pengembangan Karir tanggal terbit 1 Desember 2016.

Implementasi dari kebijakan dari standar jenjang karir :

Promosi karyawan yang menyangkut kenaikan jabatan/grade pada tahun

2023 belum terlaksana, pada tahun 2024 telah direalisasikan pada 2 orang

karyawan sedangkan tahun 2025 masih dalam proses pengajuan. Hasil

wawancara dengan HRD menyatakan bahwa proses promosi karyawan telah
sesuai dengan yang direncanakan mengacu kepada prosedur terkait,
sebagai contoh kenaikan jabatan dari Asisten menjadi Asisten Kepala an.

EHW (Grade C3 ke C4). Terdapat bukti proses penilaian kinerja karyawan

yang telah mempertimbangkan pengetahuan, sikap kerja dan

kualitas/ketrampilan pekerja

PT Panambangan telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang

berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) yang tertuang

dalam Peraturan Perusahaan dan prosedur terkait, dimana pada periode
tahun 2023-2025 telah terealisasi sebagian.

3. Verifier 4.5.3

Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier

Bobot 2

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan PT Panambangan telah memiliki rencana dan realisasi training bagi karyawan
Justifikasi

dimana :

Laporan Peningkatan Kompetensi GanisPHPL Tahun 2023
Direncanakan 1 kegiatan dan terealisasi seluruhnya (100%) yaitu
penilaian kinerja Ganis dengan jumlah peserta 5 orang dan terealisasi 4
orang (80%). Rata-rata 90%.

Laporan Peningkatan Kompetensi GanisPHPL Tahun 2024
Direncanakan 4 kegiatan (Pelatihan IHMB berbasis CRST, Penilaian
Kinerja, Diklat Ganis, Pelatihan satgas Orang Utan) telah terealisasi 2
kegiatan (50%) yaitu penilaian kinerja Ganis dan Pelatihan Satgas Orang
Utan yang melibatkan 25 orang dari 31 orang yang direncanakan
(80,65%). Rata-rata 65,33%.

Rata-rata realisasi pelatihan berdasar aktivitas dan jumlah peserta pada
tahun 2023-2024 sebesar 77,67%.

Laporan Peningkatan Kompetensi Tahun 2025 : Terdapat 6 kegiatan
pelatihan yang direncanakan dengan melibatkan 57 peserta, belum ada
realisasi.

PT Panambangan telah merealisasikan pengembangan kompetensi
karyawan, dimana pada periode tahun 2023-2024 rata-rata realisasi berdasar
aktivitas dan jumlah peserta sebesar 77,67%. Proses perencanaan belum
mencakup seluruh aspek kegiatan.

4, Verifier 4.5.4

Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan

Bobot 2

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x2 =6

Ringkasan PT Panambangan telah memiliki kebijakan terkait pengupahan dan tunjangan
Justifikasi yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan:

= Bab Il Ketentuan Penggajian: Pasal 13-14 (Struktur Gaiji, Kenaikan Gaji,
Sistem Penggajian, Hari Pembayaran Gaji, Kompensasi Lembur,
Perhitungan Upah Lembur.
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Karyawan, Program Keluarga Berencana, Tunjangan-tunjangan Khusus).

Implementasi dari tunjangan kesejahteraan sebagai berikut:

Staff, telah diatas UMK/

dan BPJS Kesehatan sebanyak Rp 67.317.390.

tertuang pada contoh slip gaji an. RHY pada Bulan Maret 2025.

No. 096/A-1II/AAM.PNB-Leg/Klinik/I/2025 tanggal 1 Januari 2025.

meja dan lapangan olah raga).

senilai Rp 45.000/hari ( 3 kali makan).

musholla, kantin dan lapangan olah raga.

Nilai Kinerja
Indikator

(15/18)x 100 % =83,33% = BAIK

2.2. PEMENUHAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Prinsip 1.

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1 | Verifier Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
1.11.a.
Nilai Memenuhi
Ringkasan PT Panambangan merupakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk
Justifikasi pemanfaatan hutan tanaman dengan dokumen legal sesuai keputusan

Menteri yang menangani masalah kehutanan sebagai berikut :

a) SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.411/Menhut-11/2004 tanggal 18
Oktober 2004 tentang Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Panambangan atas areal
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= Bab V Kesejahteraan : Pasal 25-28 (Bantuan Biaya Pengobatan, Koperasi

= Pembayaran gaji telah sesuai dengan UMK Kabupaten Kutai Timur,
dimana UMK Tahun 2025 sebesar Rp 3.743.820. Realisasi pembayaran
gaji karyawan, contoh karyawan dengan level terendah an. JSP (Mandor
LC & Harvesting) Level Non Staff dan YS (Mandor Plantation) Level Non

= Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan telah
ditunaikan dimana sesuai bukti pembayaran yang terakhir pada Bulan
Maret 2025 diketahui pembayaran BPJS TK sebanyak Rp 152.999.020

= Terdapat pembayaran tunjangan-tunjangan karyawan diantaranya
tunjangan hari raya, tunjangan kendaraan dan tunjangan flexi, yang

= Terdapat fasilitas kesehatan berupa klinik kerjasama dengan vendor PT
Margie Andalan yang tertuang dalam Perjanjian Pelayanan Klinik
Kesehatan No. 096/AAM.PNB-Leg/Klinik/V/2024 tanggal 1 Mei 2024, yang
diperbaharui dengan Amandemen Perjanjian Pelayanan Klinik Kesehatan

= Hasil observasi terhadap fasilitas camp, telah tersedia bangunan kantor,
guest house, mess karyawan dan fasilitas penunjangnya dengan lengkap
yaitu kantin, klinik, musholla, RO, air bersih dan fasilitas Olah Raga (tenis

= Hasil wawancara dengan responden karyawan (4 orang) menyatakan
bahwa hak-hak karyawan telah dipenuhi sesuai ketentuan seperti
pembayaran gaji dan tunjangan lancar, tersedia mess dengan jumlah
cukup dalam kondisi baik serta mendapat tunjangan makan di kantin

PT Panambangan telah memiliki  kebijakan pengupahan, tunjangan
kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan tunjangan lainnya dimana
telah direalisasikan seluruhnya sesuai ketentuan. Terdapat fasilitas-fasilitas
bagi karyawan di tempat kerja dengan lengkap, diantaranya mess, klinik,
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Hutan Produksi Seluas + 43.240 (Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus
Empat Puluh) Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Timur Provinsi
Kalimantan Timur. Terdapat Peta Lampiran Skala 1:100.000 dan
ditandatangani tanggal 18 Oktober 2004 oleh Menteri Kehutanan
Republik Indonesia tertanda, legal dan absah

b) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.849/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.411/Menhut-11/2004 tanggal 18 Oktober 2004 yang mengubah
sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Alam.

Lokasi areal PBPH PT Panambangan berdasarkan dokumen RKUPH Periode

2023-2032 yang telah disahkan sesuai keputusan Nomor SK.4872/MenLHK-

PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 dan berdasarkan penafsiran

citra satelit sesuai dengan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan

Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.S.405/IPSDH/PSDH/PLA.1/4/2023 tanggal 12 April 2023 berada pada

kawasan Hutan Lindung seluas 507 Ha, HPT seluas 13.690 Ha dan HP

seluas 29.043 Ha.

Terdapat dokumen legalitas terkait perseroan antara lain sebagai berikut :

a) Akta Pendirian PT Panambangan dengan Akte No. 09 tanggal 16
Djanuari 1970 yang dibuat didepan Notaris R. Moeljatmo dan telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. JA 5/30/3
tanggal 26 Maret 1970.

b) Akta Perubahan Terakhir dengan Akte No. 25 tanggal 13 Januari 2023,
oleh Notaris Notaris Arsen Effendy, SH. Dengan pengesahan dari
Menkumham RI No. AHU-AH.01.09-0024560 tanggal 17 Januari 2023
dengan daftar perseroan No. AHU-0011241.AH.01.11.TAHUN 2023
Tanggal 17 Januari 2023. Dengan Komisaris atas nama Tegar Arsono
Yudha dan Direktur Krisnawati Purwaningrum.

c) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha
(NIB) No. 9120207472094 tgl. 29 April 2019 dengan KBLI No. 46207 -
Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan.

d) NPWP atas nama PT Panambangan No. 01.309.742.3-014.000 atas
nama PT Panambangan JI. Kapten P. Tendean No.39 Kel. Kuningan
Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2 | Verifier Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak
1.1.1.b pengelolaan (N/A jika tidak ada)
Nilai Not Applicable (N/A)
Ringkasan Pada areal PBPH PT Panambangan diverifikasi tidak terdapat penggunaan
Justifikasi kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH baik berupa Persetujuan

Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) maupun perusahaan untuk usaha
lainnya selain PBPH.
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Prinsip 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1 | Verifier
2.1.1.a.

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH)
dengan lampiran- lampirannya.

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

PT Panambangan memiliki dokumen RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun
2023 - 2032 PBPH PT Panambangan yang telah disahkan sesuai SK Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4872/MenLHK-
PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 legal dan absah.
Terdapat dokumen Peta lampiran RKUPH-PBPH Berbasis IHMB periode
2023 - 2032 skala 1:50.000 untuk areal + 43.240 Ha yang dibuat oleh
GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642,
diketahui oleh Direktur PBPH PT Panambangan; KRISNAWATI
PURWANINGRUM dan disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; Dr. Ir. Agus
Justianto, M.Sc. NIP. 19630807 198803 1 001.
Dalam dokumen SK Persetujuan RKUPH PT Panambangan periode 2023 -
2032 disebutkan beberapa hal penting antara lain :
1) Sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), meliputi :
a) Etat Luas maksimum % 6.104 Ha/10 Tahun;
b) Etat Volume Maksimum * 130.492,32 m3/10 Tahun;
c) Target volume tebangan pada RKTPH agar mengacu pada hasil
ITSP dengan intensittas 100%.
2) Sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan
Buatan (THPB) sebagai berikut :
a) Penyiapan lahan dan penanaman pada system silvikultur THPB jenis
Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pelita daur 5 (lima) tahun seluas
1 19,501 Ha/5 Tahun.
b) Penanaman Eucalyotus spp. Sebagai green belt (jalur Hijau) pada
areal Blok THPB yang berbatasan dengan blok TPTI selebar minimal
500 meter.
c) Pemanenan kayu hasil tanaman jenis Acacia crassicarpa dan
Eucalyptus pelita seluas + 10.501 Ha/5 tahun terdiri :
- Daur | (Tahun 2023-2027) seluas + 19.501 Ha dengan volume
24.257 m3 (target volume pada kegiatan penyiapan lahan (land
clearing))
- Daur Il (Tahun 2028-2032) seluas 19.501 Ha dengan volume
1.950.100 ton (volume pada kegiatan pemanenan hasil tanaman
(replanting))

2 | Verifier
2.1.2.b.

Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

e Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan
IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional
di bidang kehutanan

e Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang.

e Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL
Canhut

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

Dokumen RKUPH
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PT Panambangan memiliki dokumen RKUPH berbasis IHMB Periode Tahun
2023 - 2032 beserta peta lampirannya yang telah disahkan sesuai SK
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4872/MenLHK-
PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 legal dan absah.

Dokumen RKTPH

1) Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2023, yang telah disahkan secara self
approval oleh Direktur PT Panambangan berdasarkan SK Direktur PT
PNB No. 40/01/RKT/KPTS-DIR/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dilengkapi
dengan Peta Lampiran Skala 1:50.000

2) Terdapat RKTPH Tahun 2024, yang telah disahkan secara self approval
oleh Direktur PT Panambangan berdasarkan SK Direktur PT PNB No.
03/01/RKT/KPTS-DIR/1/2024 tanggal 06 Januari 2024. SK RKTPH Tahun
2024 dilengkapi dengan Peta Lampiran Skala 1:50.000.

3) RKTPH Tahun 2025 yang telah disahkan secara self approval oleh
Direktur PT Panambangan berdasarkan SK Direktur PT PNB No.
01/01/RKT/KPTS-DIR/I/2025 tanggal 31 Desember 2024. SK RKTPH
Tahun 2024 dilengkapi dengan Peta Lampiran Skala 1:50.000.

GANISPH Canhut :

PT Panambangan memiliki GANISPH Canhut yang membuat Peta Lampiran

RKT dengan penugasan dan penempatan sebagai berikut :

1) Pada penerbitan RKTPH tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024, peta
lampiran RKT dibuat oleh GANISPH Canhut atas nama Firmansyah,
dengan Register 01240002642 Persetujuan Penugasan No. 110224030
dan Penempatan No. 114955847900 berlaku s.d tanggal 18 Desember
2028

2) Pada penerbitan RKTPH tahun 2025, peta lampiran RKT dibuat oleh
GANISPH Canhut atas nama Galang Mukti Ardiyanto, dengan Register
01230003680 Persetujuan Penugasan No. 111124047 dan Penempatan
No. 119758354836 berlaku s.d tanggal 31 Desember 2025

3 | Verifier Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
2.21.a.
Nilai Memenuhi
Ringkasan PT Panambangan merupakan PBPH-HA yang memiliki sistem silvikultur TPTI
Justifikasi dan THPB namun belum melakukan pemanenan kayu budidaya tanaman.

Laporan Hasil Cruising (LHC) pada PBPH-HA PT Panambangan dimulai dari
hasil pengolahan data pohon dari kegiatan ITSP pada areal yang akan
dilakukan penebangan baik pada areal TPTI maupun pada areal LOA dan
semak belukar di areal THPB.

Laporan ITSP Tahun 2024

1) Kegiatan ITSP dilakukan oleh GANISPH Canhut atas nama Firmansyah,
dengan Register 01240002642 Persetujuan Penugasan No. 110224030
dan Penempatan No. 114955847900 berlaku s.d tanggal 18 Desember
2028.

2) Terdapat laporan hasil cruising pada areal RKT 2024 dan
Rekapitulasinya yang telah dilakukan dengan intensitas cruising 100%
kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan pada areal THPB
berupa areal LOA seluas 3.924,5 Ha dengan Volume 52,729,00 m3,
serta kegiatan ITSP pada areal TPTI seluas 502,2 Ha dengan volume
15.015,95 m3

3) Terdapat peta pohon skala 1 : 1.000 m3 setiap petak yang dilakukan
ITSP

4) Hasil ITSP telah dijadikan dasar untuk penyusunan RKTPH Tahun 2024
dan telah diunggah pada SIPUHH Online.
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Laporan ITSP Tahun 2025

1) Kegiatan ITSP dilakukan oleh GANISPH Canhut atas nama Galang Mukti
Ardiyanto, dengan Register 01230003680 Persetujuan Penugasan No.
111124047 dan Penempatan No. 119758354836 berlaku s.d tanggal 31
Desember 2025.

2) Terdapat laporan hasil cruising pada areal RKT 2025 dan
Rekapitulasinya yang telah dilakukan dengan intensitas cruising 100%
kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan di areal THPB pada
areal semak belukar seluas 3.401 Ha dengan Volume 7,949,85 m3, serta
kegiatan ITSP pada areal TPTI seluas 608 Ha dengan volume 15.280,42
m3 dan seluas 20 Ha dengan volume 350,72 m3.

3) Terdapat peta pohon skala 1 : 1.000 m3 setiap petak yang dilakukan
ITSP

4) Hasil ITSP telah dijadikan dasar untuk penyusunan RKTPH Tahun 2024
dan telah diunggah pada SIPUHH Online

Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling pada lokasi Petak THPB

dan Petak TPTI diketahui hasil sebagai berikut :

1) Pada Petak J-27; L-27 dan K-24 RKT 2025 TPTI observasi lapangan hari
ke-1 tidak menemukan penandaan hasil ITSP

2) Observasi hari ke-2 ditemukan penandaan label barcode hasil ITSP pada
petak J-27; L-27 dan K-24 dengan penandaan pada pohon yang akan
ditebang serta tunggul pohon yang telah ditebang.

3) Terdapat kesesuaian penandaan barcode dengan lokasi peta pohon dan
tallysheet ITSP dan pohon yang sudah ditebang di lapangan

4) Areal THPB Pada Petak V-18 RKT 2025 ditemukan barcode pada pohon
yang akan ditebang dengan jenis dan identitas yang sesuai

4 | Verifier
2.21. b.

Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah
mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan
bukti implementasinya di lapangan.

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

PT Panambangan telah menetapkan kawasan yang tidak boleh ditebang di
dalam areal RKT 2024 dan 2025 yang digambarkan dengan arsiran warna
merah pada Peta Lampiran RKTPH berupa :

1) Sempadan Sungai
2) Areal KPPN

Uji petik pengamatan penandaan areal yang tidak ditebang pada RKT 2024
dan RKT 2025 diketahui terdapat kesesuaian letak dan lokasi kawasan
dilindungi dan terdapat penandaan di peta dan di lapangan berupa plang
kawasan lindung, patok batas dan penandaan jalur batas dengan jenis dan
lokasi koordinat sebagai berikut :

1) Lokasi Sempadan Sungai Ambula Bung pada Blok RKT 2025 areal TPTI
dengan penandaa berupa plang/ sign board dan patok terbuat dari kayu
dicat merah bertuliskan SS pada koordinat N 01°00’ 38,9” dan E 117°
26’ 40,87;

2) Lokasi Sempadan Sungai tanpa nama dengan penandaan berupa patok
terbuat dari paralon terdapat kesesuaian lokasi di peta dan di lapangan
pada koordinat N 00° 54’ 28,7” dan E 117° 24’ 11,3”;

5 | Verifier
2.21.c

Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan
implementasinya di lapangan.

Nilai

Memenuhi
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Ringkasan
Justifikasi

PT Panambangan memiliki lampiran peta penanaman dan pemanenan
RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 dengan skala 1 : 50.000 yang
telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok dan petak/ kompartemen. Blok
dan Petak/ Kompartemen RKTPH 2024 dan RKT 2025 pada Blok THPB
untuk pemanfaatan kayu areal LOA dan Semak Belukar dan Blok TPTI untuk
Pemanenan kayu alami digambarkan dengan warna kuning dan arsiran
bergaris hitam.

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps
terkait penandaan batas Blok dan petak/ kompartemen dijumpai adanya
penandaan, diantaranya:

1) Batas blok RKT 2024 areal THPB, pada koordinat N 00° 58’ 34,7” E
117° 23’ 52,5” dan pada koordinat N 00° 58’ 36,2” E 117° 23’ 52,2”
terdapat plang batas RKT 2024, terdapat kesesuaian letak dan lokasi
dengan Peta;

2) Batas blok RKT 2025 areal TPTI, pada koordinat N 01° 00’ 494" E
117° 26’ 39,7” terdapat plang batas RKT 2025 terdapat kesesuaian
letak dan lokasi dengan Peta;

3) Batas blok RKT 2025 areal THPB, pada koordinat N 00° 55’ 21,9” E
1170 23’ 25,2 terdapat plang batas RKT 2025 terdapat kesesuaian
letak dan lokasi dengan Peta;

4) Batas Petak RKT 2024 areal THPB, terdapat kesesuaian letak dan
lokasi dengan peta seperti pada Petak G-045/G-046 pada koordinat
N 00° 58’ 01,1” E 117° 23’ 50,7”; Petak F-147 pada koordinat N 00°
57’ 57,3” E 117° 23’ 26,7”; Petak F-151 pada koordinat N 00° 57’
49,1” E 117° 23’ 19,4”; Petak F-004 pada koordinat N 00° 56’ 45,9”
E 117° 23’ 05,4”; Petak G-006 pada koordinat N 00° 56’ 43,4” E 117°
23 01,47,

5) Batas Petak RKT 2025 areal TPTI terdapat kesesuaian letak dan
lokasi dengan peta seperti pada Petak K-24 pada koordinat N 01°
00’ 33,1” E 117° 24’ 33,8"; Petak L-24 pada koordinat N 01° 00’
13,4” E 117° 24’ 34,0”; Petak K-27 pada koordinat N 01° 00’ 36,4” E
117° 26’ 41,6”; Petak J-27 pada koordinat N 01° 00’ 56,9” E 117° 26’
41,27,

6) Batas Petak RKT 2025 areal THPB, terdapat kesesuaian letak dan
lokasi dengan peta seperti pada Petak E-135 pada koordinat N 00°
56’ 40,1” E 117° 22" 17,17,

Batas petak pada areal THPB RKT 2024 dan RKT 2025 sudah disesuaikan
dengan batas alam dan jalan dan sudah dilakukan redesign compartment
sehingga batasnya sudah menggunakan batas alam dan jalan.

6 | Verifier
2.21.d

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami
pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan
budidaya tanaman.

Nilai

Memenuhi

Ringkasan
Justifikasi

PT Panambangan diverifikasi melakukan pemanfaatan kayu hutan alam
dalam rangka penyiapan lahan untuk pembangunan HTI. Kegiatan
pemanfaatan kayu pada areal THPB untuk persiapan lahan penanaman HTI
dilakukan pada RKT 2023, RKT 2024 dan RKT 2025 dengan rencana dan
realisasi sebagai berikut :

RKT | Uraian | Satuan | Rencana | Realisasi % Keteranga
n

202 | LOA
3
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Luas Ha 3.890 1.944,10 | 49,9
8
Volume M3 21.073,20 | 4.179,26 | 19,8
3
202 | LOA
4
Luas Ha 3.927,31 3.417,48 | 87,0
2
Volume M3 52.728,00 | 12.106,68 | 22,9
6
202 | Semak
5
Luas Ha 3.408 7404 | 21,7
3
Volume M3 7.949,85 597,24 | 7,51 | s/d
8/04/2025
Hasil observasi lapangan menunjukkan kesesuaian lokasi yang dijadikan
areal pemanfaatan kayu tumbuh alami pada areal THPB untuk kegiatan
persiapan lahan penanaman HTI pada RKT 2023, RKT 2024 dan RKT 2025
yang sedang berjalan. Di lapangan areal tersebut sudah ditanami kayu HTI
jenis Eucaliptus

Prinsip 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1 | Verifier : | Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
31.1.a
Nilai : | Memenuhi
Ringkasan : | a. Pada periode audit (Oktober 2023 s.d Maret 2025 dan saat audit), PT
Justifikasi Panambangan telah membuat/ menerbitkan buku ukur dan telah

terupload di SIPUHH mencakup Buku Ukur panen kayu areal THPB
untuk persiapan lahan penanaman budidaya tanaman pada RKTPH
Tahun 2023 dan RKT 2024, sedangkan RKT 2025 pada areal TPTI
masih dalam proses penebangan. Total jumlah batang dan volume buku
ukur sebanyak 10.861 Btg Volume 16.609,70 m3.

b. Selanjutnya atas buku ukur yang terupload pada SIPUHH menjadi dasar
penerbitan LHP. Pada periode audit (Oktober 2023 s.d Maret 2025 dan
saat audit), PT Panambangan telah menerbitkan LHP dan telah
terupload di SIPUHH mencakup :

1) Tahun 2023 periode Bulan Oktober — Desember 2023 sebanyak 6
Set Buku Ukur sejumlah 2.148 Btg volume 3.905,78 m3;

2) Tahun 2024 periode Bulan Januari — Desember 2024 sebanyak 13
Set LHP sejumlah 8.377 Btg volume 12.106,68 m3;

3) Tahun 2025 periode Bulan Januari — 08 April 2025 sebanyak 2 Set
Buku Ukur sejumlah 336 Btg volume 597,24 m3.

No Periode LHP Batang | Volume Keterangan
LHP Oktober 2023 577 | 1.009,43
b | LHP November 2023 1.571 | 2.896,35
¢ | LHP Bulan Mei 2024 92 123,46
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d | LHP Bulan Juni 2024 631 1.204,86
e | LHP Bulan Juli 2024 1.113 947,89
LHP Bulan Agustus
f 2024 1.048 | 1.555,90
LHP Bulan September
9| 5024 1.902 | 2.551,45
LHP Bulan Nopember
h 2024 366 798,20
.| LHP Bulan Desember
1 2024 3.225 | 4.924,92
j | LHP Bulan Maret 2025 58 89,46
. s/d Tgl
k | LHP Bulan April 2025 278 507,78 8/04/2025
Jumlah Penambahan 10.861 16'609’3

Lokasi TPn dan TPK Hutan serta TPK Antara

1. Penetapan lokasi TPn dan TPK Hutan sesuai dengan SK Direksi No.
033/KPTS/PNB/V/ 2023 tanggal 26 Mei 2023 pada lokasi Blok tebangan
RKT 2023

2. Penetapan lokasi TPK Hutan sesuai dengan SK Direksi No.
032/KPTS/PNB/V/2024 tanggal 07 Januari 2024 yang menetapkan lokasi
TPK Hutan sedangkan lokasi TPn pada lokasi Blok tebangan RKT 2024

3. Penetapan lokasi TPn dan TPK Hutan sesuai dengan SK Direksi No.
A32/KPTS/PNB/V/ 2023 tanggal 31 Desember 2024 yang menetapkan
lokasi TPn pada lokasi Blok tebangan RKT 2024 dan 2025;

4. PT Panambangan telah menetapkan lokasi TPK Antara Logpond
Pengadan berdasarkan SK Direktur PT Panambangan No.
032/KPTS/PNB/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan berlaku s/d 31
Desember 2028 pada koordinat N 01° 14’ 14,3” E 117° 47’ 04,17;

Diverifikasi pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat

yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu

penerbitan LHP pada RKT Tahun 2023, 2024 dan 2025 telah sesuai dengan
lokasi penerbitan yaitu di TPK Hutan RKT 2023, 2024 dan 2025 yang telah
ditetapkan oleh Direktur PT Panambangan

GANISPH PKB PT Panambangan selama periode audit sebagai berikut :

N Nama Register Penugasa | Penempata Masa Keteranga
o n n Berlaku n
a Satria 2323002022 | 11012509 1164887246 | 31/12/202 | P2LHP
Pratama 5 5 37 5 2025
b Budi Nugraha | 2323001800 | 11042403 1184398531 31/01/202 | P2LHP
2 1 59 4 2024
(] Iskandarsyah | 2323000719 | 11052304 1166032532 | 31/12/202 | P2LHP
8 9 46 3 2023
d Joko Wiyono | 2323000713 | 11052304 1125771864 | 31/12/202 | P2SKSHHK
1 8 25 3
e M. Aini 2323000716 | 11052304 1131509783 | 27/03/202 | P2SKSHHK
Effendi 7 7 77 8
f Ikrami 2322000822 | 11062300 1114107480 | 25/08/202 | P3KB
Jannatan 9 5 50 7
SIPUHH Online
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1) Di Basecamp PT Panambangan, dan Logpond terdapat jaringan internet
dengan memasang tower jaringan dan dapat digunakan untuk
operasional SIPUHH Online serta penatausahaan hasil hutan lainnya.

2) Operator SIPUHH Online tercatata atas nama :

a. Aini Effendi sesuai dengan SK Direktur PT PNB No. 01/KPTS/PNB-
SMD/V/2024 tanggal 01 Mei 2024

b. Ir. Firmansyah sesuai dengan SK Direktur PT PNB No.
014/KPTS/PNB-SMD/V/2026 tanggal 18 Mei 2016

3) PT Panambangan telah memiliki akun SIPUHH Online dan SIPNBP,
sarana prasarana serta operator yang dapat melakukan penatausahaan
hasil hutan kayu melalui SIPUHH.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada beberapa tumpukan kayu di lokasi blok

pemanenan, di TPK Hutan dan di TPK Antara dijumpai adanya tumpukan kayu

hasil produksi dengan pengecekan sesuai fisik dan jenisnya dengan label
yang terpasang pada masing-masing batang.

2 | Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi
3.1.2.a dokumen angkutan yang sah
Nilai Memenuhi
Ringkasan PT Panambangan telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di
Justifikasi areal PBPH PT Panambangan yaitu lokasi TPK Hutan dan TPK Antara dan

GANISPH PKB yang menerbitkan SKSHHK serta P3KB sebagaimana

diuraikan pada verifier 3.1.1. di atas.

Pada rentang waktu audit (Oktober 2023 s.d Maret 2025), PT Panambangan

telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan

dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK,
sebagai berikut :

1) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Pengadan sebanyak 45 Set
SKSHHK-KB sebanyak 534 Btg dengan volume 922,48 m3;

2) Dari TPK Hutan langsung menuju industri sebanyak 257 Set SKSHHK-KB
sebanyak 2.566 Btg dengan volume 3.833,96 m3;

3) Dari TPK Antara Pengadan menuju Industri NIHIL:

4) Terdapat penerbitan dokumen kayu digunakan sendiri (DKDS) pada kayu
alam di lokasi TPK Hutan selama periode audit sebanyak 59 batang dan
volume 91,68 m2,

a) Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat selama periode audit untuk
lokasi TPK Hutan, dan TPK Antara Pengadan, dengan rincian stok
sebagai berikut :

TPK Hutan TPK Antara
Btg M3 Btg M3
Stok Awal - - - -
2 | Penambahan

No Uraian

16.609,

a | LHP 10.861 70

Kayu dari TPK Hutan ke TPK

Antara 534 | 922,4

¢ | Kayu dari TPK Antara
3 | Pengurangan

Kayu dari TPK Hutan ke TPK
Antara

534 | 922,48
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b | Kayu dari TPK Hutan ke Industri 2.566 | 3.833,9
6
c | DKDS 59 91,68
Kayu dari TPK Antara ke
d ‘ - -
Industri
4 Stok Akhir 7.702 11 '76518’ 534 | 9224
8

Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPK Antara dengan melakukan

pengukuran tumpukan kayu dan membandingkan dengan buku ukur yang

sudah diunggah pada LHP dengan hasil terdapat kesesuaian antara data

buku ukur dengan data pengukuran di lapangan sbb :

1. Jenis Kayu : Sesuai

2. Perbedaan Volume : 1,80 % (Berdasar volume LHP volume
185,01 m3, volume pengukuran sebanyak 188,40
m3, selisih volume pengukuran 3,39 m3 atau 1,8%)
masih di bawah toleransi selisih pengukuran
sebesar 5%

Hasil pengecekan terhadap dokumen angkutan (SKSHHK) yang diterbitkan

dengan dokumen jual beli/ invoice penjualan kayu ke industri CV Karya

Sukses Mandiri di Gresik dan UD Rimba Perkasa Il di Banjarbaru selama

periode audit dan terdapat kesesuaian antara volume SKSHHK dengan

volume penjualannya.

3 | Verifier Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau
3.1.3.a hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
Nilai Memenuhi
Ringkasan Tanda PUHH di lapangan dibuat pada tumpukan yang tertera pada label
Justifikasi barcode warna kuning dan menempel pada bontos kayu yang diukur di TPn
dengan informasi No. Produksi dan Barcode
Penandaan label barcode pada tunggul di lokasi THPB tidak ada karena
sistem tebang habis, sedangkan untuk areal TPTI ditemukan penandaan
barcode pada tunggul dengan yang dapat dilacak balak. Hasil uji petik
pelacakan kayu pada areal THPB dapat ditelusuri sampai ke petak
sedangkan pada areal TPTI ditelusuri sampai ke tunggul yang pada saat
audit seluruh kayu masih berada di TPn di lokasi tebangan.
4 | Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar
3.21.a lunas.
Nilai Memenuhi
Ringkasan Pada periode audit (Oktober 2023 s.d Maret 2025) diverifikasi realisasi
Justifikasi produksi/ LHP atas pemanenen kayu alam yaitu sebanyak 10.861 Btg

Volume 16.609,70 m3 Terhadap jumlah volume tersebut telah diterbitkan
kode billing tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kewajiban
pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) secara online melalui
Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP).

Berdasarkan rekapitulasi tagihan PNBP total kewajiban pembayaran PSDH
atas volume LHP yang diterbitkan sebesar 16.609,70 m3 dengan PNBP
sebagai berikut :

1) Billing PNBP PSDH sebesar IDR 1.392.320.200
2) Billing DR sebesar IDR 1.346.650.010 dan US$ 160.267,07

Seluruh tagihan PNBP PSDH atas hasil pemanfaatan kayu periode audit
telah dibayar lunas oleh pihak perusahaan sesuai dengan Bukti Penerimaan
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Negara (BPN) PSDH yang diterbitkan dari SIPNBP dengan transfer dari Bank
Mandiri.

Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Panambangan, diverifikasi
bahwa seluruh LHP yang dibuat dan yang telah jatuh tempo telah dibayarkan
sesuai kewajiban dan untuk LHP terakhir yang diterbitkan tanggal 08 April
2025 sebanyak 507,78 m3 masih belum jatuh tempo pembayarannya.

5 | Verifier : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk
3.3.1. sertifikasi awal)
Nilai : | Memenubhi
Ringkasan : | PT Panambangan telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-
Justifikasi PHL) dengan Nomor 056.SPHL.017 dan Perjanjian Sub Lisensi penggunaan

tanda Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) Nomor : 44/SL-
SVLK/017/PNB/11.2023 tanggal 06 November 2023. Diverifikasi Sertifikat
PHL PT Panambangan dengan Predikat SEDANG dan masa berlaku dari
tanggal 31 Oktober 2023 s.d. 30 Oktober 2029.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK yang
dibubuhkan pada batang kayu masih menggunakan tanda SVLK yang lama
“Indonesian Legal Wood” 056-SPHL-017-IDN. Sedangkan Tanda SVLK yang
terbubuh pada dokumen SKSHHK, yang merupakan dokumen
pengangkutan kayu dari TPn/ TPK Hutan sampai dengan tujuan ke industri
sudah menggunakan Tanda SVLK “Sustainable PHL-31-01-0055.
Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.9895/MenLHP-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian; Pedoman Penggunaan Tanda SVLK

Prinsip 4.
Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.
1 | Verifier : | Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
41.1.
Nilai : | Memenubhi
Ringkasan : | PT Panambangan telah menyusun Dokumen Laporan Studi Evaluasi
Justifikasi Lingkungan Hidup (SEL). Dokumen SEL PT Panambangan terdiri dari Buku

Utama Laporan Studi Evaluasi Lingkungan PT Panambangan Kabupaten
Dati Il Kutai Propinsi Kalimantan Timur, Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi
Lingkungan PT Panambangan Kabupaten Dati Il Kutai Propinsi Kalimantan
Timur, Lampiran Studi Evaluasi Lingkungan PT Panambangan Kabupaten
Dati Il Kutai Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan PT Panambangan telah mendapatkan
pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen
Kehutanan dengan No. 03/DJ.VI/AMDAL/94 tanggal 20 April 1994.
Pengesahan berupa stempel nomor pengesahan. Terdapat Surat Komisi
Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor. 03/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal
20 April 1994 Perihal Persetujuan SEL PT Panambangan di Propinsi
Kalimantan Timur. Surat ditanda tangani oleh Dirjen PHPA/Ketua Komisi
Pusat AMDAL Departemen Kehutanan; Ir. Sutrisna Wartaputra, NIP.
080.013.257. Terdapat tanda tangan dan cap stempel basah Departemen

Kehutanan
2 | Verifier : | Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
4.1.2.a.
Nilai : | Memenuhi
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Ringkasan : | PT Panambangan memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
Justifikasi (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dimiliki oleh PT

Panambangan yang dibuat mengacu pada dokumen SEL yang telah
disusun. Dokumen RKL PT Panambangan yang telah disahkan dan dan
persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan No.
246/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 Desember 1995 dan dokumen RPL PT
Panambangan telah disahkan dan mendapat persetujuan dari Komisi Pusat
Amdal Departemen Kehutanan dengan No. 248/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26
Desember 1995.

3 | Verifier : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek
4.1.2.b. fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi
terkait sesuai dengan matrik
Nilai : | Memenuhi
Ringkasan : | PT Panambangan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan
Justifikasi dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang tertuang dalam

Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan rutin setiap 6
bulan sekali dan selama periode audit laporan tersedia sebagai berikut :

1) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester Il tahun 2023;

2) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester | tahun 2024;

3) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester Il tahun 2024.
Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester |
tahun 2023 dan Semester | dan Il tahun 2024 telah disampaikan kepada
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
melalui aplikasi SIMPEL sesuai dengan bukti tanda terima elektronik.
Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang
dijumpai di lapangan yaitu berupa :

1) Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan
lindung KPPN, dan sempadan sungai di dalam areal PT
Panambangan;

2) Pemasangan plang himbauan/ larangan di kawasan lindung KPPN,
Sempadan Sungai meliputi plang himbauan/ larangan dilarang
membakar hutan/ lahan, menebang pohon dilindungi, dilarang
berburu, jual beli lahan, membuka lahan/ berkebun;

3) Pemantauan curah hujan dengan menggunakan Ombrometer yang
terpasang di Camp dan area Nursery.;

4) Pemantauan suhu dan kelembaban udara dengan alat Hygrometer
5) Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) Sungai.

6) Pengujian sample kualitas air;

7) Pemantauan laju erosi.

8) Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama
rentang waktu audit yaitu berupa program CD dan CSR Perusahaan
kepada masyarakat desa terdampak.
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Prinsip 5.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1. | Verifier : | Pedoman/prosedur K3

51.1.a

Nilai : | Memenubhi

Ringkasan : | PT Panambangan telah melakukan Identifikasi Bahaya, Resiko dan Tindakan

Justifikasi Pencegahan, Penanganan K3 dalam bentuk dokumen HIRADC di PT

Panambangan. Dokumen HIRADC hasil identifikasi dan disusun pada
Kegiatan Harvesting, HSE, Infrastructure, Land Clearing, Perancanaan,
Plantation, R&D, Store.

PT Panambangan memiliki SOP yang lengkap berkaitan dengan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu SOP No. SO-6-05 Revisi No. 1
tanggal 04/05/2015

PT Panambangan memiliki personil yang bertanggung jawab dalam
implementasi K3 di lapangan yaitu Eka Hadi Wibowo sesuai keputusan
Direksi PT Panambangan No. 05/KPTS/PNB-SMD/I/2025 tanggal 01 Januari

2025
2. | Verifier : | Ketersediaan peralatan K3
511.b
Nilai : | Memenuhi
Ringkasan : | PT Panambangan telah melakukan Identifikasi Bahaya, Resiko dan Tindakan
Justifikasi Pencegahan, Penanganan K3 dalam bentuk dokumen HIRADC di PT

Panambangan. Dokumen HIRADC hasil identifikasi dan disusun pada
Kegiatan Harvesting, HSE, Infrastructure, Land Clearing, Perancanaan,
Plantation, R&D, Store.

PT Panambangan memiliki daftar list peralatan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) yang disiapkan mengacu kepada dokumen identifikasi bahaya
dan resiko.

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3
yang dimiliki oleh PT Panambangan, yaitu berupa (misalnya) :

1) Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap
bangunan antara lain kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan
bakar, Gudang spare part dan sebagainnya.

2) Tersedia APD berupa Helm, Sepatu safety, Rompi dan APD lainnya.
Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah
menggunakan APD tersebut namun beberapa operator alat berat
masih belum menggunakan APD pada saat bekerija.

3) Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan peralatan P3K yang
memadai sesuai personil yang ada di lapangan.

4) Terdapat Klinik dengan peralatan dan obat-obatan yang tersedia
serta terdapat paramedis dan dokter yang jaga

5) Terdapat ambulance yang stanby di klinik untuk keperluan
emergency

6) Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan
kecelakaan.

7) Terdapat jalur evakuasi yang dipasang di kantor jika terdapat
keadaan darurat.

8) Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan
koridor. Karena menggunakan sistem lalulintas jalan umum untuk
angkutan kayu maupun kendaraan lainnya, maka rambu lalu lintas
sesuai dengan ketentuan berlalulintas di jalan umum.
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9) Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan
koridor. Karena menggunakan sistem lalulintas jalan umum, maka
rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan berlalulintas di jalan
umum.

3. | Verifier : | Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
511.c

Nilai : | Memenuhi

Ringkasan : | PT Panambangan memiliki laporan kejadian kecelakaan kerja yang
Justifikasi dituangkan dalam laporan bulanan K3 yang berisi tentang :

1) Monitoring Safety/ Keselamatan pada setiap departemen
2) Monitoring Data Karyawan
3) Incident rate/ ratio

4) Data Incident

5) Analisis Insiden

6) Data Kesehatan

7) Analisis Fire

8) Data Fire

9) Aktifitas F&S

10) Sarpras Fire

11) Laporan FDR

Terdapat kejadian kecelakaan kerja pada tanggal 19 April 2024 berupa
incident pada Unit Triton yang hilang kendali dan tergelincir masuk ke
sungai, namun tidak ada korban dan hanya mengakibatkan kerusakan pada
unit kendaraan.

Laporan bulanan K3 yang memuat kejadian Kecelakaan Kerja diverifikasi
telah dilaporkan dan disampaikan kepada instansi terkait (Disnaker) sesuai
dengan surat pengantar dan dokumen tanda terima penyampaian laporan
dari instansi terkait tanggal21 April 2025

4. | Verifier : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan
5.21 untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Nilai : | Memenuhi

Ringkasan : | Karyawan dan pekerja PT Panambangan sampai dengan pelaksanaan audit
Justifikasi diketahui tidak/ belum membentuk serikat pekerja, dan tidak terdapat
Serikat Pekerja di PT Panambangan. Namun demikian terdapat dokumen
yang menyatakan bahwa kepada karyawan PT Panambangan diperbolehkan
untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja, yaitu sesuai dengan
Keputusan Direktur Utama PT Panambangan Nomor: 12/V/Adm/12C/2019
tanggal 2 Mei 2029 tentang Pembentukan Serikat Pekerja PT
Panambangan. Surat Keputusan ditandatangani Direktur Utama PT
Panambangan; Ir. Nunuk Wisnuardi.

Wawancara dengan PIC VLHH PT Panambangan diperoleh informasi bahwa
mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul
yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada
karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja di
lingkungan mereka

5. | Verifier : | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
5.2.2

Nilai : | Memenuhi

Ringkasan : | PT Panambangan diverifikasi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan
Justifikasi yang mengatur hak-hak dan kewajiban karyawan maupun perusahaan.
Dokumen Peraturan perusahaan PT Panambangan tahun 2023-2025
ditetapkan oleh Direktur PT Panambangan pada bulan Agustus 2023 dan
telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
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Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor
500.15.12.1/4534/B.PHI&JAMSOSTEK/2023 tanggal 22 September 2023. SK
penetapan berlaku sejak tanggal 20 September 2023 dan berlaku selama
dua tahun sampai tanggal 19 September 2025.

Peraturan Perusahaan telah berisimemuat hak-hak pekerja serta telah
Disahkan oleh instansi yang berwenang terdiri dari IX BAB dan 43 Pasal yang
mengatur tentang hubungan kerja, hak dan kewajiban antara perusahaan dan

karyawannya.
6. | Verifier : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
5.2.3
Nilai : | Memenuhi
Ringkasan : | Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PT Panambangan
Justifikasi 2025 dengan total 100 orang terdiri dari karyawan pada seluruh bagian

yang dikelompokkan dalam jabatan, dan tanggal lahir serta karyawan lokal
dan non lokal. Karyawan lokal berjumlah 27 orang dan non lokal sejumlah
73 orang

Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih
di bawah 18 tahun atau masih di bawah umur dan karyawan termuda PT
Panambangan tercatat atas nama Moch Ridwan Hambali dengan jabatan
Mandor Plantation yang lahir tanggal 5 April 2006 dan berusia 19 tahun 1
bulan.

Berdasarkan hasil verifikasi Kartu Tanpa Pengenal (KTP) karyawan termuda
atas nama Moch Ridwan Hambali dengan jabatan Mandor Plantation yaitu
telah sesuai tanggal lahir yang tercantum di KTP dengan daftar karyawan PT
PNB.
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3.

KESIMPULAN AUDIT

1) Pemenuhan terhadap Standar Penilian Kinerja PHL diberikan dengan predikat
SEDANG, Total Nilai Kinerja Indikator sebesar 68,25% dari nilai maksimum yang
dapat dicapainya dengan rincian nilai kinerja untuk setiap aspek PHL dan
indikatornya sebagai berikut :

INDIKATOR PHL
No. ASPEK Nomor Nilai Nilai Nilai
Kinerja Kematangan | Maksimum
1.1 Baik 3 3
1.2 Sedang 2 3
1. PRASYARAT 1.3 Sedang 2 3
14 Sedang 2 3
1.5 Sedang 2 3
2.1 Sedang 2 3
2.2 Sedang 2 3
2.3 Sedang 2 3
2. PRODUKSI 24 Sedang 2 3
2.5 Sedang 2 3
2.6 Buruk 1 3
3.1 Baik 3 3
3.2 Buruk 1 3
3. EKOLOGI 3.3 Sedang 2 3
3.4 Sedang 2 3
3.5 Sedang 2 3
4.1 Baik 3 3
4.2 Buruk 1 3
4, SOSIAL 4.3 Sedang 2 3
4.4 Sedang 2 3
4.5 Baik 3 3
Jumlah 43 63
Total Nilai Kinerja Indikator 43/63 x 100% = 68,25%
SEDANG

2) Pemenuhan terhadap Standar Verifkasi Legalitas Hasil Hutan dinilai MEMENUHI, tidak
terdapat verifier penyusun standar yang diterapkan (applicable), baik pada Prinsip 1,
2, 3, 4 dan 5 yang diberikan nilai Tidak Memenuhi.

3) Berdasarkan poin1) dan 2),

maka tim audit menyimpulkan bahwa PBPH

PT Panambangan, LULUS audit Penilikan Ke-1 (Kesatu) dengan predikat SEDANG.

4) Tim audit menerbitkan permintaan tindakan perbaikan (CARs) bagi verifier penyusun
Standar Penilaian Kinerja PHL yang diberikan nilai BURUK dan SEDANG.
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4. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Berdasarkan hasil audit penilikan ke-1 PHL tanggal 10— 17 April 2025, LPVI PT Trustindo
Prima Karya telah menetapkan keputusan sertifikasi tanggal 30 April 2025 kepada PBPH
PT Panambangan, bahwa :

1) PT Panambangan dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHL dengan :
- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 68,25% ; dan
- MEMENUHI Standar VLHH Kayu

2) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Panambangan dapat dipertahankan
sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dengan predikat SEDANG.

LPVI PT Trustindo Prima Karya,
11

Ir Kurnia, IPU

Direktur
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